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PUTUSAN

NOMOR : 088/G /2014/PTUN.Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus,
dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan

acara biasa telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:----

1. Nama - DWI KOENDARTO, S.So0s;
Kewarganegaraan - Indonesia;----=-==---—--
Pekerjaan . Pegawai Negeri Sipil; -

Tempat tinggal . 1. Rama Nomor: 4, RT. 009 RW. 006,

Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang

Tengah, Kota  Magelang;,

Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat |

2. Nama - SUSANTO, S.H, M.M;--
Kewarganegaraan : Indonesia; -
Pekerjaan - Pegawai Negeri Sipil;
Tempat tinggal . Dusun Windusari Utara, RT.007 RW.003, Desa

Windusari Kecamatan Winduszri Kabupaten

Magelang;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat |l

- UNTUNG SUJOKO, S.IP; £

) 3. Nama
j’ Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan - Pegawai Negeri Sipil;

-

- JI. Manggis RT. 002 RW. 002, Permnas R u

Tempat tinggal :
Kalinegoro Mertoyudan, Kabupaten Magelarig

Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat
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. 4. Nama - Dra. NURHIDAYATI, M.H;

Kewarganegaraan : Indonesia,; <
Pekerjaan - Pegawai Negeri Sipﬂ;
Tempat tinggal : Dusun Kalangan, RT. 001 RW. 005, Desa

Sidomulyo, Kecamatan Salaman Kabupaten

’ Magelang;-- —-

Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV

5. Nama - ASYHARI, S.Sos, M.Si;
Kewarganegaraan - Indonesia; ---
Pekerjaan - Pegawai Negeri Sipil;
Tempat tinggal . \Wates Losari, RT.05 RW. 02, Desa Losari,

Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang

Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Vv

6. Nama . R ANDIE WIBOWO, S.STP,M.Si;
Kewarganegaraan T [ola = o] - KNS e e
Pekerjaan - begawai Negeri Sipil; =
Alamat . Miaten, Pandowoharjo, Sleman, Kabupaten

Sleman DI Yogyakarta;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Nopember 2014 memberi

Kuasa kepada: =

] 1. Nama . . BAMBANG TJATUR ISWANTO, S.H, M.H ;-
{ Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan . Advokat dan Konsultan Hukum * . BAMBANG

TJATUR ISWANTO, S.H, M.H dan REKAN/’E;;-'_;:-“‘-

| Alamat . JI.Sunan Kalijogo No.1 Kota Magelang;------ :
2
%
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Nama Jabatan

Tempat Kedudukan

Nama . LILIS SRI RAHAYU KURNIAWATI, S.Hjzmmmmmmmmme
Kewarganegaraan : Indc;nesia;
Pekerjaan . Advokat dan Konsultan Hukum Mk BAMBA.NG ;
TJATUR ISWANTO, 3:H, MH dan REKAN®
Alamat - JI.Sunan Kalijogo No.1 Kota Mage.lang; ---------------
Selanjutnya disebut SEDAGAI. o vrrseesessmrnmesssntinpssnsiasabasasaisienes Para Penggugat
o MELAWAN-

. BUPATI MAGELANG:; - :

- Jalan Soekarno Hatta Nomor: 59 Mungkid,

kabupaten Magelang; =

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK/15/03/1/2015 tertanggal

17 Januari 2015 memberi Kuasa kepada :

1.

Nama
NIP
Jabatan
Alamat
Nama
NIP

Jabatan

Alamat
Nama
NIP

Jabatan

Alamat

. IDAM LAKSANA, S.H, M.Hum;-

| 19681228.199408. 1006} = =
. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Magelang;------==--

. Jalan Soekarno Hatta Nomor: 59 Kota Mungkid;==-===---===-

- SARIFUDIN, S.H;

- 19670212199312.1.001;

- Kasubbag Bantuan Hukum dan Ham pada Bagian Hukum

Setda Kabupaten Magelang;

. Jalan Soekarno Hatta Nomor: 59 Kota MungKid;----=-==-=-=-

. NUR PUDJINING DIAHATI, S.H;

+ 197109111999031003;

. Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian

Hukum Setda Kabupaten Magelang;

. Jalan Soekarno Hatta Nomor: 59 Kofa Mungkid;—----fg-
I/ )
3 [ £
2] Nz
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4. Nama : DARMAWAN JOKO SUSILO, S.H; =

NIP : 197506012009031003;

Jabatan . Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Magelang;-------

Alamat . Jalan Soekarno Hatta Nomor: 59 Kota Mungkid;-------------
5. Nama : C.ENDAH SITIYANI, S.H;

NIP - 197506012009031003; i

Jabatan . Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Magelang;--—----

Alamat . Jalan Soekarno Hatta Nomor: 59 Kota Mungkid;-------------

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: SKK/24/03/1/2015 tertanggal 17 Januari

2015 memberi Kuasa kepada : -

1. Nama . Dr.H.UMAR MA'RUF, S.H, Sp.N.M.Hum; -

Pekerjaan : Advokad & Pengacara pada Kantor Advokad &

Pengacara Umar, Fajar & Rekan;

Alamat - Jalan Majapahit Ruko Gayam Sari Nomor: 6
Semarang;
2. Nama . M.FAJAR SUBHI ARIF, S.H, M.H;
Pekerjaan : Advokad & Pengacara pada Kantor Advokad &

Pengacara Umar Fajar & Rekan;

Alamat : Jalan Majapahit Ruko Gayam Sari Nomor: 61
Semarang;
Selanjutnya disebut SEDAGAI........cveererirrsessmesnniressiesisiissasssunainenis Terqugat

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang Nomor : 088/Pen.Dis/2014/PTUN.Smg, tanggal 6 Januari 2015

tentang Lolos Dismissal Proses perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha N
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Semarang Nomor : 088/Pen.MH/2014/PTUN.Smg, tanggal 6 Januari 2015,

tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan

menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;
Telah membaca Penetapan Hakim Ketua . Majelis Nomor;
088/Pen.PP/2014/PTUN.Smg, tanggal 13 Januari 2015, tentang Penetapan

Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;---

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor;

088/Pen.HS/2014/PTUN.Smg, tanggal 2 Pebruari 2015 tentang Hari dan

Tanggal Persidangan;
Telah merabaca dan memeriksa surat-surat bukti, mendengarkan
keterangan para pihak dan Keterangan saksi serta berita acara dalam perkara ini

-- TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya tertanggai
22 Desember 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang tanggal 22 Desember 2014 dengan Register Perkara Nomor:;
088/G/2014/PTUN.Smg dan telah diperbaiki pada tanggal 2 Pebruari 2015 yang

isi selengkapnya sebagai berikut:

|.OBYEK SENGKETA ;

Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 821.2/123/KEP/13/2014 tanggal 26
September 2014 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon Il
Dan IV Dan Pengangkatan/ Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon [V
Dan V Atas Nama Dwi Koendarto, S.Sos NIP. 196404081986071001 Dan
Kawan-Kawan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, khusus atas
nama untuk 6 orarg yaitu: Dwi Koendarto, S.Sos, Susanto, S.H, MM, Untung

Sujoko, S.IP, [Cra. Nurhidayati, M.H, Asyhari, S.Sos, M.Si, dan R. A

Wibowo, S.STP, M.SI;
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I.LKOPETENSI ;

ALASAN TEORITIS,; -

Kata “Keputusan” dalam Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor

821.2/123/KEP/13/2014 tanggal 26 September 2014 tentang Pemberhentian
Dalam Jabatan Struktural Eselon Il Dan IV Dan Pengangkatan/ Penunjukan
Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Dan V Atas Nama Dwi Koendarto, S.Sos
NIP. 196404081986071001 Dan Kawan-Kawan Di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Magelang secara teori adalah termasuk dalam produk hukum yang

bersifat beschikking, yaitu :

1.Pengertian beschikking menurut pendapat para ahli adalah :

- Ketetapan ialah suatu perbuatan hukum publik yang bersegi satu yang

dilakukan oleh alat-alat pertahanan berdasarkan suatu kekuasaan istimewa

(E Utrecht).;----------=--=mmmmmem e .
- Keputusan adalan suatu tindakan hukum sepihak dalam lapangan

Pemerintahan yang dilakukan oleh alat pemerintahan berdasarkan yang ada

pada alat organ tersebut (W.F. Prins).;
- Keputusan adalah perbuatan hukum yang dilakukan alat pe merintahan dan
pernyataan-pernyataan alat pemerintahan dalam menyelenggarakan hal

istimewa dengan maksud mengadakan perubahan dalam perbuatan hukum

(Van Der Pot);
2.Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, dalam Pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa yang disebut sebagai

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang




yang berlaku, yang bersifat konkret, individual. dan final, yang menimbulkan

akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

3.Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara, dijelaskan mengenai 3 (tiga) sifat Keputusan Tata Usaha

Negara, yaitu ;--—-------m- .

a. Konkret;

Undang — Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, dalem Penjelasan menyebutkan bahwa bersifat konkret artinya objek

yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi

berwujud, tertentu, dan dapat ditentukan; -
Hal ini berarti Keputusan Tata Usaha Negara harus jelas disebutkan dalam hal
apa dan kepada siapa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dikeluarkan.

Objek dan subjek harus disebutkan secara tegas dalam Keputusan Tata

Usaha Negara tersebut.;

b. Individual:-

Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, dalam Penjelasan menyebutkan bahwa bersifat individual artinya

Keputusan Tata lJsaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu

baik alamat maupun hal yang dituju;
Hal ini berarti apabila yang dituju lebih dari seorang maka tiap-tiap individu
yang terkena Keputusan Tate Usaha Negara harus disebutkan satu persatu:---

c. Final:---

Undang-Undang Nomor: § Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
dalam Penjelasan menyebutkan bahwa bersifat final artinya sudah definitif dan

karenanya dapat menimblkan akibat hukum:

Hal ini berarti Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak memeér
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persetujuan badan [3in;--

4. Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor: 821.2/123/KEP/13/2014 tanggal-
26 Seftember 2014 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon
[l Dan IV Dan Pengangkatan/ Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon
IV Dan V Atas Nama Dwi Koendarto, S.Sos NIP. 196404081886071001 Dan
Kawan-Kawan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang memiliki

sifat konkret, individual dan final, yang ditunjukkan dengan hal-hal sebzgai

berikut yaitu :---

a) Bersifat konkret;
- Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 821.2/123/KEP/13/2014 tanggal 26
September 2014 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon lli
Dan IV Dan Pengangkatan/ Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV
Dan V Atas Nama Dwi Koendarto, S.Sos NIP. 196404081986071001 Dan
Kawan-Kawan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang telah jelas

Menyebutkan dalam hal apa dan kepada siapa Surat Keputusan Bupati

Magelang tersebut dikeluarkan;
- Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 821.2/123/KEP/13/2014 tanggal
26 September 2014 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon
.IH Dan IV Dan Pengangkatan/ Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon 1V
Dan V Atas Nama Dwi Koendarto, S.Sos NIP. 196404081986071001 Dan
Kawan-Kawan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang dikeluarkan
kepada 10 (sepuluh) Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Magelang atas nama Dwi Koendarto, S.Sos NIP. 196404081986071001 Dan

Kawan-Kawan;

- Surat Keputusan Bupati Magelang No.nor : 821.2/123/KEP/13/2014 tanggal
26 September 2014 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Strukj

Eseion lll Dan IV Dan Pengangkatan/ Penunjukan Dalam Jabatan Strd

Halaman 8 dari 71 halaman, Putusan Nomor : 086/G/201 4/PTUN-SMG/7L$



A p—m

Eselon IV Dan V Atas Nama Dwi Koendarto, S.Sos NIP.
196404081986071001 Dan Kawan-Kawan Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Magelang dikeluarkan dalam hal Pemberhentian Dalam Jabatan
Struktural Eselon Ill Dan IV Dan Pengangkatan / Penunjukan Dalam

Jabatan Struktural Eselon IV Dan V;---

- Dengan demikian, yang menjadi Subjek Surat Keputusan Bupati Magelang
Nomor : 821.2/123/KEP/13/2014 tanggal 26 September 2014 teniang
Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon Ill Dan [V Dan
Pengangkatan/ Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Dan V Atas
Nama Dwi Koendarto, S.Sos NIP. 196404081986071001 Dan Kawan-Kawan Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang adalah Bupati Magelang,
sementara objek Surat Keputusan Bupati tersebut adalah 10 (sepuluh) pejabat
structural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang atas nama Dwi
Koendarto, S.Sos NIP. 196404081986071001 Dan Kawan-Kawan;--------=---------

-Hal tersebut menunjukkan bahwa Surat Keputusan Bupati Magelang
Nomor : 821.2/123/KEP/13/2014 tanggal 26 September 2014 tentang
Pemberhentian Daam Jabatan Strukiural Eselon [l Dan [V Dan
Pengangkatan/ Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Dan V Atas
Nama Dwi Koendarto, S.Sos NIP. 186404081886071001 Dan Kawan-Kawan Di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang bersifat konkret; -

b. Bersifat individual; - e
- Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 821.2/123/KEP/13/2014 tanggal
26 September 2014 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon
IIl Dan IV Dan Pengangkatan/ Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon
IV Dan V Atas Nama Dwi Koendarto, S.Sos NIP. 196404081986071001 Dan

Kawan - Kawan Li Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang ‘s.-
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ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju
Tiap-tiap ingividu yang terkena Keputusan Tata Usaha Negara disebutkan

satu persatu;-———————-

Individu-individu yang dituju oleh Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor :
821.2/123/KEP/13/2014 tanggal 26 September 2014 tentang Pemberhentian
Dalam Jabatan Struktural Eselon Il Dan |V Dan Pengangkatan/ Penunjukan
Dalam Jabatan Struxtural Eselon IV Dan V Atas Nama Dwi Koendarto, S.Sos
NIP. 196404081986071001 Dan Kawan-Kawan Di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Magelang disebutkan satu persatu, yaitu :

. Dwi Koendarto, S. Sos, dengan jabatan Kepalé Bidang Energi dan Sumber

Daya Mineral pada DPU dan ESDM dengan eselon Ill.b;

. Susanto, S.H, MM, dengan jabatan Kepala Bidang Hubungan

Ketenagakerjaan, Pengawasan dan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja,

Sosial dan Transmigrasi, dengann eselon Ill.b; -

. Untung Sujoko, S.IP, dengan jabatan Sekretaris Kecamatan Salaman dengan

Eselon lll.b;

_Dra. Nurhidayati, M.H, dengan Jabatan Kepala Seksi Pemberdayaan

Masyarakat Desa pada Kecamatan Salaman dengan Eselon |V.a;=-======-==--=---

. Asyhari, S.Sos, ".Si, dengan jabatan Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban

dan Kesejahteraan Rakyat pada Kecamatan Qrabag dengan Eselon [V.a;----—-

'R. Andie Wibowo, S.STP, M.Si, dengan jabatan Kasubbid Pengkajian dan

Pengembangan Potensi Penanaman Moadal pada Badan Penanaman Modal

dan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan Eselon IV.a;

Hal tersebut menunjukkan bahwa Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor :

821.2/123/KEP/13/2014 tanggal 26 September 2014 tentang Pemberhentian
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Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Dan V Atas Nama Dwi Koendarto, S.Sos

NIP. 196404081986071001 Dan Kawan-Kawan Di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Magelang bersifat individual;--

b) Bersifat final;------------ =

- Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 821.2/123/KEP/13/2014 tanggal 26

September 2014 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon |l
Dan IV Dan Pengangkatan/ Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV
Dan V Atas Nama Dwi Koendarto, S.Sos NIP. 196404081986071001 Dan
Kawan-Kawan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang tidak
memerlukan persetujuan badan lain sehingga sudah definitif dan karenanya
dapat menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah
mutasi jabatan dar, jabatan lama ke jabatan baru yang setingkat lebih rendah
disertai pemberian tunjangan jabatan struktural yang turun menyesuaikan
penurunan eselon ,abatan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan
Bupati Magelang Nomor : 821.2/123/KE”/13/2014 tanggal 26 September 2014
tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktura. Eselon Il Dan IV Dan
Pengangkatan/ Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon [V Dan V Atas

Nama Dwi Koendarto, S.Sos NIP. 196404081986071001 Dan Kawan-Kawan

Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
Hal tersebut menunjukkan bahwa Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor :
821.2/123/KEP/13/2014 tanggal 26 September 2014 tentang Pemberhentian
Dalam Jabatan Struktural Eselon Ill Dan IV Dan Pengangkatan/ Penunjukan
Dalam Jabatan Siruktural Eselon |V Dan V Atas Nama Dwi Koendarto, S.Sos

NIP. 196404081986071001 Dan Kawan-Kawan Di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Magelang bersifat final;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Surat Keputusan Bupati Ma
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Nomor : 821.2/123/KEP/13/2014 tanggal 26 September 2014 tentang
Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon 1l Dan IV Dan
Pengangkatan/ Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Dan V Atas
Nama Dwi Koendarto, S.Sos NIP. 196404081986071001 Dan Kawan-Kawan
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang adalah termasuk produk

hukum publik yang bersifat Keputusan atau bechikking karena bersifat konkret,

individual dan final;

IILKEPENTINGAN PENGGUGAT;

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor :
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa "Seszorang atau
badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu
Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada
Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha
Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau

tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya
Menduduki Jabatan Struktural Eselon Ill.b dan IV.a yang diangkat dengan

Surat Keputusan Bupati Magelang, yaitu :

1. Dwi Koendarto, S. Sos, dengan jabatan Kepala Bidang Energi dan
Sumber Daya Mineral pada DPU dan ESDM dengan Eselon |ll.b;-----------
2. Susanto, SH, MM, dengan jabatan Kepala Bidang Hubungan

Ketenagakerjaan, Pengawasan dan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga

Kerja, Sosial dan Transmigrasi, dengann Eselon Ill.b;
3. Untung Sujoko, S.IP, dengan jabatan Sekretaris Kecamatan Salaman

dengan Eselon lll.b;

4. Dra. Nurhidayati, M.H, dengan jabatan Kepala Seksi Pemberda
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Masyarakat Desa pada Kecamatan Salaman dengan Eselon IV.a;---=------- ]
. Asyhari, S.Sos, M.Si, dengan jabatan Kepala Seksi Ketentrarnan,
Ketertiban dan Kesejahteraan Rakyat pada Kecamatan Grabag dengan

Eselon IV.a;

R. Andie Wibowo, S.STP, M.Si, dengan jabatan Kasubbid Pengkajian dan
Pengembangan Potensi Penanaman Modal pada Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan Eselon |V.a;-----===-m-mm---
Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor

821.2/123/KEP/ 13/2014 tanggal 26 September 2014 tentang
Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon [II Dan [V Dan
Pengangkatan/ Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Dan V
Atas Nama Dwi Koendarto, S.Sos NIP. 196404081986071001 Dan
Kawan-Kawan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang. Telah
dilakukan pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebin
rendah kepada 10 (sepuluh) Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintan

Kabupaten Magelang secara sewenang-wenang dan tanpa melalui

prosedur administrasi kepegawaian yang benar,
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PENGGUGAT telah
memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan
gugatan kepada TERGUGAT atas diterbitkannya Surat Keputusan Bupati
Magelang Nomor : 821.2/123/KEP/ 13/2014 tanggal 26 September 2014
tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon |l Dan IV Dan
Pengangkatan/ Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Dan V
Atas Nama Dwi Koendarto, S.Sos NIP. 196404081986071001 Daz

Kawan-Kawan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;----#=
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IV.-TENGGANG WAKTU;
Bahwa Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 821.2/123/ KEP/13/2014
tanggal 26 September 2014 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Strukturel
Eselon Il Dan IV Dan Pengangkatan/ Penunjutan Dalam Jabatan Struktural
Eselon IV Dan V Atas Nama Dwi Koendarto, S.Sos NIP.
196404081986071001 Dan Kawan-Kawan Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Magelang mulai berlaku sejak tanggal pelantikan yang telah
dilaksanakan tanggal 27 September 2014 sesuai surat undangan Kepala
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magelang, sehingga berdasarkan
ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam
tenggang waktu Sembilan puluh (90) hari terhitung sejak saat diterimanya
atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara’,

maka batas waktu pengajuan gugatan terhadap Surat Keputusan Bupati

Magelang  Nomor : 821.2/123/KEP/13/2014 tanggal 26 September 2014
tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon [l Dan IV Dan
Pengangkatan/ Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Dan V Atas
Nama Dwi Koendarto, S.Sos NIP. 196404081986071001 Dan Kawan-Kawan
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang adalah tanggal 27 Desember
2014, sedangkan PENGGUGAT. .I menerima Surat Keputusan tanggal 5
Nopember 2014, PENGGUGAT. Il menerima Surat Keputusan tanggal 21
Oktober 2014, PENGGUGAT. Il menerima Surat Keputusan tanggal 8
Oktober 2014, PENGGUGAT.IV karena belum dilantik maka Surat

Keputusannya hingga sekarang belum menerima, PENGGUGAT. V menerima
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Keputusan tersebut diserahkan oleh staf Kepegawaian kepada PARA

PENGGUGAT kecuali PENGGUGAT. IV tanpa ada tanda terima sama sekali,

yang kemudian PARA PENGGUGAT sudah mengajukan gugatannya pada

tanggal 22 Desember 2014 sehingga telah memenuhi tenggang waktu yang

sah;

POSITA/ DASAR-DASAR PERMOHONAN;

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Para Pegawai Negeri Sipil di Jajaran

Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang yang telah melaksanakan

pekerjaannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Peraturan yang betlaku

bagi seorang Pegawai Negeri Sipil tanpa melakukan suatu Pelanggaran atau

kesalahan sama sekali;---- A,

2 Bahwa PARA PENGGUGAT sebelumnya adalah bekerja sebagai Pegawali

Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang pada bagian, yaitu :

a.

DWI KOENDARTO, S.Sos/PENGGUGAT. I, NIP.19640408198607 1 001,

dan jabatan dahulu adalah sebagai Kepala Bidang Energi dan Sumber

Daya Mineral pada DPU dan ESDM Eselon lI1.b;
SUSANTO, SH, M.H/PENGGUGAT. II, NIP. 19641014 198603 1 011, dan
jabatan  dahulu adalah  sebagai Kepala Bidang Hubungan

Ketenagakerjaan, Pengawasan dan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga

Kerja, Sosial dan Transmigrasi Eselon Ill.b;
UNTUNG SUJOKO, S.IP/PENGGUGAT. Ill, NIP.19710707 199101 1 002.

dan jabatan dahulu adalah sebagai Sekretaris, Kecamatan Salaman,

Eselon lll.b;

Dra.NURHIDAYATI, M.H/PENGGUGAT.IV, NIP.19650109 199103 2 005,




e. ASYHARI, S.Sos, M.Si/PENGGUGAT.V, NIP. 19601210 198012 1 004, _
dan jabatan dahulu adalah sebagai Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban
Umum dan Kesejahteraan Rakyat pada Kecamatan Grabag, Eselon IV.a

f. R. ANDIE WIBOWO, S.STP.M.Si/PENGGUGAT. VI, NIP. 19761028
199602 1 002, dan jabatan dahulu adalah sebagai Kepala Subbidang
Pengkajian dan Pengembangan Potensi Penanaman Modal pada Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Eselon IV.a;---------

3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Magelang/TERGUGAT Nomor :
821.2/123/KEP/13/2014 tanggal 26 September 2014 tentang Pemberhentian

Dalam Jabatan Struktural Eselon Ill Dan IV Dan Pengangkatan/ Penunjukan

Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Dan V Atas Nama Dwi Koendarto, S.Sos

NIP. 196404081986071001 Dan Kawar -Kawan Di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Magelang telah dilakukan pi:mindahan dalam rangka penurunan

jabatan setingkat lebih rendah kepada 10 (sepuluh) PNS di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Magelang, termasuk kepada PARA PENGGUGAT.

4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan TERGUGAT tersebut kemudian 6
orang/ PARA PENGGUGAT telah di lakukan pemindahan jabatan dalam
rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah oleh TERGUGAT, dengan

jabatan sekarang yaitu :

a. DWI KOENDARTO, S.Sos/IPENGGUGAT.I, NIP.19640408 198607 1 001,
dan telah dipindahkan dengan jabatan sekarang adalah sebagai Kepala
Seksi Potensi Wilayah pada Kecamatan Mungkid, dengan Eselon IV.a.;--—-

b. SUSANTO, SH, MH/PENGGUGAT. Il, NIP. 19641014 198603 1 011, dan
telah dipindahkan dengan jabatan sekarang adalah sebagai Kepala Seksi

Ketentramarn, Ketertiban Umum dan Kesejahteraan Rakyat

Kecamatan Secang, dengan Eselon IV.a;
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¢. UNTUNG SUJOKO, S.IP/PENGGUGAT.III, NIP. 19710707 199101 1 002,
dan telah dipindahkan dengan jabatan sekarang adalah sebagai Kepala
Seksi Potensi Wilayah pada Kecamatan Candimulyo, dengan Eselon 1V.a

d. Dra. NURHIDAYATI, M.H/PENGGUGAT.IV, NIP. 19650109 199103 2
005, dan telah dipindahkar dengan jabatan sekarang adalah sebagai

Kasubbag TU pada Balai Pelayanan Keluarga Sejahtera Kecamatan

Borobudur, dengan Eselon [V.b.;

e. ASYHARI, S.Sos, M.SI/PENGGUGAT.V, NIP. 19601210 198012 1 004,
dan telah dipindahkan dengan jabatan sekarang adalah sebagai
Kasubbag TU pada Puskesmas Secang |, dengan Eselon [V.b:--=----=- -

f. R. ANDIE WIBOWO, S.STP.M.Si / PENGGUGAT. VI, NIP.
19761028 199602 1 002, dan telah dipindahkan dengan jabatan sekarang
adalah sebagai Kasubbag Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan pada Kecamatan Srumbung, dengan Eselon IV.b;==-=-=---=m-mueev-

5. Bahwa untuk PENGGUGAT. IV sampai sekarang ini belum dilantik dengan
jabatannya yang paru tersebut karena pada waktu dilantik secara bersama-
sama berhalangan hadir dan ketika akan dilantik tersendiri merasa keberatan

karena tidak pernah melakukan kesalahan ataupun pelanggaran disiplin

sebagai Pegawai Negeri Sipil maka tidak bersedia atau keberatan untuk
dilantik dan hingga sekarang ini tidak melaksanakan tugasnya di jabatan yang
baru di Kasubbag TU pada Balai Pelayanan Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera Kecamatan Borobudur dengan Eselon IV.b akan tetapi
memilih bertugas di Satuan Kerja Pimpinan Daerah Pemberdayaan
Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang dengan tidak mau:

mengambil gaji nya sama sekali hingga sekarang ini, sementara PARA

sesuai dengan Surat Keputusan TERGUGAT tersebut;
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6. Bahwa pada hakikatnya pemindahan yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam
rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah kepada PARA
PENGGUGAT merupakan penjatuhan hukuman disiplin  berat PNS
sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b. Peraturan Pemerintah
Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa ‘Jenis
hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. terdiri
dari : b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah’

dan bukanlah dalam rangka penyegaran, pembinaan atau rotasi jabatan biasa

berdasarkan atas kebutuhan organisasi;
7. Bahwa Penjatuhan hukuman disiplin berat yang dilakukan oleh TERGUGAT
berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah

tersebut kepada PARA PENGGUGAT cacat hukum dan tidak prosedural

karena :---
a. Tidak dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh atasan langsung atau
pejabat yang berwenang yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara

yang ditandangani oleh pejabat pemeriksa dan PNS yang diperiksa. Hal

tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1)

dan (2) dan Pasal 28 PP Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai

Negeri Sipil;
_ Bahwa berdasarkan ketentuan dalar) Pasal 23 ayat (1) PP Nomor: 53
Tahun 2010 “PNS yang diduga melekukan pelanggaran disiplin dipanggil
secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan'.;----------
Faktanya PARA PENGGUGAT tidak pernah dipanggil secara tertulis oleh

atasan langsung masing-masing untuk dilakukan pemeriksaan atas dugaan

pelanggaran disiplin berat.;

Halaman 18 dari 71 halaman, Putusan Nomor : 088/G/201 4/PTUN‘SAfS,G5




langsung wajib memeriksa terlebih cahulu PNS yang diduga melakukan

pelanggaran disiplin”.;

Faktanya PARA PENGGUGAT tidak pernah diperiksa oleh atasan

langsung masing-masing dalam dugaan adanya pelanggaran disiplin berat.
- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) PP Nomor: 53

Tahun 2010 “Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara

PemeriKSaan" ===—==c-memmm e e e mt e s Seem e e S

Faktanya PARA PENGGUGAT tidak pernah diperiksa dan

menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin

berat.;------ = -

- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) PP Nomor: 53
Tahun 2010 “Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan

PNS yang diperiksa”.;

Faktanya tidak adanya Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh

PNS yang diperiksa dan pejabat pemeriksa.;

b. Bahwa penjatuhan hukuman disiplin tidak ditetapkan dengan Keputusan
pejabat yang berwenang. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan
dalam Pasal 31 ayac (1) PP Nomor: 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil, bahwa “Setiap penjatuhan hukuman disiplin
ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum® .;-------
Faktanya adalah PARA PENGGUGAT tidak diberikan Keputusan pejabat

yang berwenang tentang Penjatuhan hukuman disiplin berupa pemindahan

dalam rangka penurunan jabatan setingkat lzbih rendah.;---
8. Bahwa PARA PENGGUGAT telah melakukan upaya administrati

karena merasa keberatan atas ditetapkannya Surat Keputusan
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Magelang/ TERGUGAT Nomor : 821.2/123/KEP/13/ 2014 tanggal 26
September 2014 tenang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon I
Dan IV Dan Pengangkatan/ Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV
Dan V Atas Nama Dwi Koendarto, S.Sos NIP. 196404081986071001 Dan
Kawan-Kawan Di Lingkungan Pemerintah Kabupa;"en Magelang dengan:--------
a. Menyampaikan surat kepada Bupati Magelang/TERGUGAT dengan
tembusan Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Plt. Sekretaris Daerah, dan
Kepala Badan Kepegawaian Daerah tertanggal 28 Oktober 2014 yang telah
diterima oleh pengagenda surat masuk pada tanggal 29 Oktober 2014,
namun sampai dengan gugatan ini diajukan tidak pernah ada tanggapan

sama sekali dari TERGUGAT ;

b. Menyampaikan somasi atau tegoran | pada hari Jumat tanggal 12
Desember 2014 dan Somasi atau tegoran |l pada hari Rabu tanggal 17
Desember 20”4, kepada Bupati Magelang/TERGUGAT dengan tembusan
Menteri Dalam Negeri RI, Gubernur Jawa Tengah, Ketua DPRD Kabupaten
Magelang, dan Ketua Ombusman Jateng dan DIY, namun sampai dengan
gugatan ini diajukan tidak pernah ada tanggapan sama sekali dari

TERGUGAT,;

9. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat keputusan oleh TERGUGAT tersebut,
kepentingan PARA PENGGUGAT merasa diperlakukan tidak adil dan
sewenang-wenang karena TERGUGAT menggunakan wewenang Yyang

dimilikinya untuk tujuan berbeda dari yang ditetapkan oleh Peraturan

Perundang-Undangan (detournement de pouvoir). ;
10.Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa

dalam perkara ini terbukti melanggar Peraturan Perundangan yang berlaku

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2a) Undang-Undang Nom

.
5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 sehinggaéﬁ
bi < {
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Keputusan tersebut mengandung cacat hukum dan haruslan dinyatakan batal

atau tidak sah demi hukum.;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas, mohon
kiranya kepada Ketaua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sudilah
kiranya berkenan menerima dan memeriksa gugatan PARA PENGGUGAT ini
di muka Persidangan dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa
perkara ini agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;

o]

. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor :

821.2/123/KEP/13,/2014 tanggal 26 September 2014 tentang Pemberhentian
Dalam Jabatan Struktural Eselon Il Dan IV Dan Pengangkatan/ Penunjukan
Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Dan V Atas Nama Dwi Koendarto, S.Sos

NIP. 196404081986071001 Dan Kawan-Kawan Di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Magelang, khusus atas nama untuk 6 orang vyaitu
Dwi Koendarto,S.Sos, Susanto, SH, MM, Untung Sujoko, S.IP, Dra.
N-rhidayati, M.H, Asyhari, S.Sos, M.Si, dan R. Andi Wibowo, S.STP, M.SlI.;--
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Bupati
Magelang Nomor : 821.2/123/KEP/13/2014 tanggal 26 September 2014
tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon [l Dan IV Dan
Pengangkatan/ Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Dan V Atas
Nama Dwi Koendarto, S.Sos NIP. 1964040819866071001 Dan Kawan-Kawan
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, khusus atas nama
untuk 6 orang Yyaitu : Dwi Koendarto,S.Sos, Susanto, SH, MM, Untung

Sujoko, S.IP, Dra.Nurhidayati, MH, Asyhari, S.Sos, M.Si, dan R.Andi

Wibowo, S.STP, M.SI;

1'] martabat dan nama baik PARA PENGGUGAT seperti semula;
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5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam

perkara ini.:-
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah

mengajukan Jawaban tertanggal 18 Pebruari 2015, yang isi selengkapnya

sebagai berikut :--

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat kecuali

terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya; =
2. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Keputusan Nomor:
821.2/123/KEP/13/2014 tanggal 26 September 2014 Tentang Pemberhentian
Dalam Jabatan Struktural Eselon Il Dan [V Dan Pengangkatan/Penunjukan
Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Dan V Atas Nama Dwi Koendarto, S.Sos
NIP. 196404081986071001 Dan Kawan-Kawan Di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Magelang;---

3. Bahwa Keputusan Nomor: 821.2/123/KEP/13/2014 tanggal 26 September
2014 adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah
memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 1
Angka 3 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor: & Tahun 1986 tentang Peradilan Tata lsaha
Negara yang menyatakan: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu
penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan
peratiirain perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret,

individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang

badan hukum perdata”. ; ; ;,
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Melihat definisi terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana
ditentukan dalam UU PTUN, maka kita bisa mengkaji Keputusan Nomor:
821.2/123/KEP/13/2014 tanggal 26 September 2014 telah memenuhi:--—-—---—-
a. Sebagai suatu penetapan tertulis, karena faktanya memang dibuat secara

tertulis dan telah diberi nomor; e

b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang
berwenang, da.am hal ini Tergugat Bupati Magelang sebagai pemegang
kekuasaan eksekutif yang sah yang mempunyai fungsi dan kewenangan
menyelenggarakan pemerintahan di daerah (di Kabupaten Magelang);-----

c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, bisa dilihat keputusan aquo adalah
hasil tindakan hukum pemerintahan yang didasarkan pada asas legalitas
yang hal ini tercermin di dalam dasar mengingat keputusan aquo;------------

d. Bersifat konkrit, individual, dan final. Bersifat konkrit karena objek yang
diputuskan tidak abstak tetapi berwujud yaitu Keputusan Bupati Magelang
tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon Il Dan IV Dan

Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Dan V

Atas Nama Dwi Koendarto, S.Sos NIP. 196404081986071001 Dan
Kawan-Kawan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, bersifat
individual karena ditujukan kepada pegawai negeri sipil Atas Nama Dwi
Koendarto, S.Sos NIP. 196404081986071001 Dan Kawan-Kawan Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, dan bersifat final karena

keputusan aquo sudah tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak lain

dan;--—

e. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata,

bagi Dwi Koendarto, S.Sos Dan Kawan-Kawan Di Lingkungan Pemer}_ ta
{3
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Kabupaten Magelang untuk menjalankan keputusan tersebut dan
senyatanya mereka yang dikenai keputusan tersebut telah dilantik dan

telah menjalankan jabatan sebagaimana keputusan aquo.;

4. Bahwa penerbitan Keputusan Tergugat Nomor: 821.2/123/KEP/13/2014
tanggal 26 September 2014 juga telah memenuhi syarat materiil suatu
Keputusan Tata Usaha Negara yaitu dibuat oleh Tergugat selaku Bupati
Magelang sesuai kewenangannya selaku pejabat pembina kepegawaian di
lingkungan Peme -intah Kabupaten Magelang. Berdasarkan Undang-Undang
Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 2
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo UU No. 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara, seorang Bupati adalah Pejabat Pembina Kepegawaian
pada pemerintah kabupaten yang bersangkutan. Selanjutnya berdasarkan
PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13
Tahun 2002 dinyatakan juga Bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian
dan sekaligus pejabat yang berwenang mempunyai kewenangan untuk
melakukan pembinaan terhadap pegawai negeri sipil berupa mengangkat,
memindahkan dan/atau memberhentikan pegawai negeri sipil dalam dan dari

jabatan struktural vang berada di bawah kewenangannya. Bahwa selanjutnya

untuk menjamin kualitas dan obyektifitas dalam pengangkatan, pemindahan
dan pemberhentiar. Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural,

dibentuk Badan Pertimbangar Jabatan 4an Kepangkatan, selanjutnya disebut

Baperjakat.;

5. Bahwa Tergugat dalam mengambil keputusan Aquo telah memperhatikan
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7. Bahwa benar Para Penggugat adalah Para Pegawai Negeri Sipil di jajaran

tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural yang

antara lain mempertimbangkan :

a. Jabatan Strukwral bukan merupakan hak Pegawai Negeri Sipil (PNS)
namun merupakan amanan dan kepercayaan yang diberikan oleh

pejabat Pembina Kepegawaian kepada seorang PNS dalam

ijarannyasse

b. Tidak memberikan catatan yang bersifat melekat pada data
administrasi kepegawaian PNS tersebut yang akan berpengaruh untuk
proses-proses administrasi kepegawaian yang bersangkutan. ;------------

c. Keputusan berupa penurunan dalam jabatan struktural yang lebih
rendah masih dimungkinkan untuk dilakukan evaluasi untuk

dikernbalikal* pada tingkat jabatan semula.;

6. Bahwa dengan demikian penerbitan Keputusan Tergugat Nomor:

821.2/123/KEP/13/2014 tanggal 26 September 2014 telah dilakukan dan

sesuai prosedur dan syarat formil dan materiil selbagaimana yang seharusnya
dan dilakukan dalam rangka pembinaan kepuda Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten Magelang termasuk di dalamnya kepada Para Penggugat,
sehingga tidaklah benar pernyataan Para Penggugat sebagaimana dalam

Angka Il KEPENTINGAN PENGGUGAT halaman 9 gugatan yang

menyatakan Tergugat telah berlaku sewenang-wenang dan tanpa melalui

prosedur administrasi kepegawaian yang benar terkait penerbitan obyek

sengketa.;

Pemerintah Kaoupaten Magelang dan selama Tergugat menjabat sebagai

Bupati memang belum pernah mengenakan hukuman disiplin kepada Para



10.

dalil Para Penggugat pada posita angka 1 gugatan yang menyatakan dirinya
tidak pernah melakukan suaty pelanggaran atau kesalahan sama sekali.
Bahwa apa yang disampaikan Para Penggugat dalam posita angka 2, 3, dan
4 gugatan terkait Keputusan Nomor: 821.2/123/KEP/13/2014 tanggal 26
September 2014 adalah benar dan itu dilakukan dalam rangka pembinaan

Kepada yang bersangkutan.:

Bahwa benar dalil Para Penggugat pada posita angka 5 gugatan yang
menyatakan Para Penggugat I, Il, Ili, V, dan VI telah secara penuh
melaksanakan Keputusan Nomor: 821.2/123/KEP/13/2014 tanggal 26
September 2014, sehingga karenanya Para Penggugat tersebut telah
menerima pengangkatan/penunjukan dalam jabatannya tersebut. Sementara
untuk Penggugat IV belum melaksanakan secara penuh Keputusan Nomor:

821.2/123/KEP/13/2014 tanggal 26 September 2014 tanpa memberitahukan

alasannya kepada Tergugat. ;

Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada posita angka 6, 7, dan 8
Gugatan yang mengkaitkan obyek sengketa dengan PP Nomor: 53
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Hal ini karena Keputusan

Nomor: 821.2/123/KEP/13/2014 tanggal 26 September 2014 tidak diterbitkan

dalam rangka pelaksanaan PP Nomor : 53 Tahun 2010. Lebih dari itu dalam
Keputusan Nomor: 821.2/123/KEP/13/2014 tanggal 26 September 2014, PP
Nomor: 53 Tahun 2010 tidak menjadi dasar hukum dalam penerbitan
keputusan tersebut. Sebagaimana konsiderannya, obyek sengketa
diterbitkan dalam rangka pembinaan kepada Para Penggugat dan yang
lainnya dikarenakan yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang
tidak semestinya dengan membuat pernyataan dan/atau menjadi saksi pada

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepalauwmﬁ%

&Y 7,87

Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi dim:

i«



TSR .

(il

berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim nada Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 182/PHPU.D-X1/2013 tanggal 16 Desember 2013 surat
Pernyataan dan/atau kesaksian tersebut tidak benar dan tidak terbukti.
Berdasarkan hal tersebut diatas maka perbuatan yang telah dilakukan oleh
Para Penggugat dan yang lain telah menghilangkan kepercayaan pemerintah
Kabupaten Magelang atas pemberian amanah jabatan kepada yang
bersangkutan sehingga perlu dilakukan pembinaan dalam bentuk penurunan

ke dalam jabatan setingkat lebih rendah.;

Bahwa kegiatan memberikan kesaksian pada persidangan di Mahkamah
Konstitusi tidak merupakan bagian dari larangan bagi PNS sebagaimana
diatur dalam PP No. 53 Tahun 2010, sehingga tidak dapat dikenai sanksi
disiplin menurut peraturan Aquo. PP 'lo. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil, pada Pasal 4 angka 15 mengatur larangan bagi PNS

memberikan dukungan kepada Calon Kepala Daerah/\Wakil Kepala Daerah,

dengan cara:

a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung Calon Kepala

Daerah/\Wakil Kepala Daerah.;

b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan

kampanye.;
c. Membuat keputusan dan/tindakan yang menguntungkan /merugikan
salah satu pasangan calon selama masa kampanye, dan/atau
mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap
pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu sebelum, selama dan
sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan , seruan

atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya

anggota keluarga, dan masyarakat.;--

Halaman 27 dari 71 halaman, Putusan Nomor : 088/G/2014/PTUN-SMG -

-




12. Bahwa meskipun demikian, Tergugat mencermati dan menyadari tanpa
adanya pembinaan bagi Para Penggugat dan yang lainnya yang telah
memberikan pernyataan dan/atau kesaksian di depan Mahkamah Konstitusi
yang tcinyata tidak terbukti dapat menimbulkan keresahan, ketidakadilan dan
dapat mempengaruhi kinerja pegawai negeri sipil lainnya, juga tidak mendidik
kepada pegawai negeri siipil yang bersangkutan sehingga oleh karenanya
harus dilakukan tindakan pembinaan sesuai dengan kewenangan yang
dimiliki oleh Tergugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 jo Pasal 10 PP
No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam
Jabatan Struktural sebagaimana diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002.

13. Bahwa sebagaimana tersebut pada angka 7 dan angka 9 jawaban di atas,
penerbitan  Keputusan Nomor: 821.2/123/KEP/13/2014 tanggal 26
September 2014 adalah dalam rangka penﬁbinaan kepada pegawai negeri
sipil yang terkena keputusan dikarenakan yang bersangkutan telah
menghilangkan kepercayaan pemerintah Kabupaten Magelang atas
pemberian amanah jabatan kepada yang bersangkutan, dan penerbitan
Keputusan aquo adalah  sudah sesuai dengan prosedur, termasuk
berdasarkan usulan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
sebagaimana tersebut pada hasil sidang Baperjakat  Nomor:
821/1300/13/2014 tanggal 25 September 2014 tentang Pemberhentian
Dalam Jabatan Struktural Eselon Ill Dan IV Dan Pengangkatan/Penunjukan
Dalam Jabatan Struktural Setingkat Lebih rendah pada Eselon IV Dan V Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, sehingga dalil Para
Penggugat pada posita angka 9 gugatan terbantahkan dan tidak terbukti
Tergugat telah memperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang kepada

Para Penggugat dan tidak benar juga Tergugat telah menggunaka

Halaman 28 dari 71 halaman, Putusan! omor : 088/G/2014/PTUN-SMG ,‘;.




wewenang yang dimilikinya untuk tujuan berbeda dari yang ditetapkan oleh

peraturan Perundang-undangan (detournement de pouvoir). ;

14. Bahwa dengan demikian karena obyek sengketa telah diterbitkan sesuai

kewenangan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, maka obyek sengketa tidak masuk di dalam kriteria Pasal 53
ayat (2a) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Jo Undang-lncang

Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sedemikian

posita Para Penggugat angka 10 patut untuk dil'zesampingkan.;
Berdasarkan uraian Jawaban tersebut di atas, Terg igat mohon kepada Majelis

Hakim PTUN Semarang yang memeriksa perkara ini memberikan Putusan:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya:

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

karena perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor: 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil

Pihak ke tiga yang terkait abyek sengketa yaitu Para Pegawai Negeri Sipil yang
menggantikan kedudukan dan Jabatan Para Penggugat, Para Pihak ketiga
tersebut telah hadir di Persidangan dan menyatakan tidak menggunakan haknya
untuk ikut sebagai Pihak dalam perkara ini, pernyataan mana juga dituangkan

dalam bentuk tertulis tertanggal 24 Pebruari 2015 sebagaimana terlampir dalam

berkas perkara ini;
Nenimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat di dalam persidangan pihak
Penggugat telah mengajukan bantahannya dalam Replik tertanggal 25 Pebruari

2015 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan

bantahannya dalam Duplik tertanggal 4 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat



cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta telah diberi

tanda P-1sampai dengan P-21 sebagai berikut:

1o Py
TR o
3, | P=3
AN pEY

Halaman 30 dari 71 halaman, Putusan Nomor : 088/G/2014/PTUN-SMG

Peraturan Pemerintah R.I Nomor: 53 Tahun 2010 Tentang

Disiplin Pegawai Negeri (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);--------
Petikan Keputusan Bupati Magelang Nomor:
821.2/123/KEP/13/2014 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan
Struktural Eselon Il Dan IV Dan Pengangkatan/Penunjukan

Dalam Jabatan Struktural Eselon |V Dan V Atas Nama Dwi

Koendarto, S.Sos. NIP.196404081986071001 Dan Kawan-Kawan
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang tertanggal
26 September 2014, atas nama Dwi Koendarto, S.Sos. (Fotokopi

sesuai dengan Asli);

Petikan Keputusan Bupati Magelang Nomor:

82 1.2/123/KEP/13/2014 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan

Struktural Eselon Il Dan IV Dan Pengangkatan/Penunjukan
Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Dan V Atas Nama Dwi
Koendarto, S.Sos. NIP.196404081586071001 Dan Kawan-Kawan
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang tertangg:l

26 September 2014, atas nama Susanto, S.H, M.M (Fotokopi

sesuai dengan Asli);
Petikan Keputusan Bupati Magelang Nomor:
821.2/123/KEP/13/2014 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan
Struktural Eselon Ill Dan IV Dan Pengangkatan/Penunjukan
Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Dan V Atas Nama Dwi

Koendarto, S.Sos. NIP.196404081986071001 D an Kawan-Kawan



26 September 2014, atas nama Untung Sujoko, S.IP., (Fotokopi

sesuai dengan Asli):

S. P-5 . Petikan Keputusan Bupati Magelang Nomor:
821.2/123/KEP/13/2014 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan
Struktural Eselon Ill Dan IV Dan Pengangkatan/Penunjukan
Dalam Jabatan Struktural Eselon IV-Dan V Atas Nama Dwi
Koendarto, S.Sos. NIP.196404081986071001 Dan Kawan-Kawan

Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang tertanggal

26 September 2014, atas nama Asyhari, S.Sos., M.Si, (Fotokopi

sesuaidengan Asli)i-=-=sseee TS IS

6. P-6 . Petikan Keputusan Bupati Magelang Nomor;

821.2/123/KEP/13/2014 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan

Struktural Eselon Il Dan IV Dan Pengangkatan/Penunjukan

Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Dan V Atas Nama Dwi
Koendarto, S.Sos. NIP.196404081986071001 Dan Kawan-Kawar;
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang tertanggal 26

September 2014, atas nama R.Andie Wibowo, S.STP., M.Si,

(Fotokopi sesuai dengan Asli);
7. P-7 . Surat tanggal 28 Oktober 2014 ditujukan Kepada Bupati
Magelang, Hal Keberatan atas ditetapkannya Surat Keputusan

Bupati Magelang Nomor: 821.2/123/KEP/13/2014 tanggal

26 September 2014 (Fotokopi sesuai dengan Asli);

8. P-8 : SuratPernyataan Pelantikan Nomor: 821.2/1314/14/2014 tanggal

27 September 2014 (Fotokopi sesuai dengan Asli);

| 9. P-=9 : Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.2/1314/14/2014 tanggal

27 September 2014 (Fotokopi sesuai dengan Asli):

Halaman 3" dari 71 halaman, Putusan Nomor : 088/60014/FTUN—SM_G_ ..Sl%,
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P-6

Halaman 37" daii 71 halaman, Putusan Nomor : 088/6/2014/PTUN«SM‘(_7_‘__ (o)

26 September 2014, atas nama Untung Sujoko, S.IP., (Fotokopi

sesudi dengan Asli);

Petikan Keputusan Bupati Magelang Nomor:
821.2/123/KEP/13/2014 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan
Struktural Eselon Il Dan IV Dan Pengangkatan/Penunjukan
Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Dan V Atas Nama Dwi
Koendarto, S.Sos. NIP.196404081986071001 Dan Kawan-Kawan
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang tertanggal

26 September 2014, atas nama Asyhari, S.Sos., M.Si, (Fotokopi

sesuai dengan Asli);
Petikan Keputusan Bupati Magelang Nomor:
821.2/123/KEP/13/2014 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan
Struktural Eselon Il Dan IV Dan Pengangkatan/Penunjukan
Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Dan V Atas Nama Dwi
Koendarto, S.Sos. NIP.196404081986071001 Dan Kawan-Kawar
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang tertanggal 26
September 2014, atas nama R.Andie Wibowo, S.STP., M.Si,

(Fotokopi sesuai dengan Asli);

Surat tanggal 28 Oktober 2014 ditujukan Kepada Bupati
Magelang, Hal Keberatan atas ditetapkannya Surat Keputusan
Bupati Magelang Nomor: 821.2/123/KEP/13/2014 tanggal

26 September 2014 (Fotokopi sesuai dengan Asli);

Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.2/1314/14/2014 tanggal

27 September 2014 (Fotokopi sesuai dengan Asli);

Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.2/1314/14/2014 tangga!

27 September 2014 (Fotokopi sesuai dengan Asli);

o



10. P-10

1. P14

12. P-12

13. P-13

14. P-14

15. P-15

16. P-16

iR

18. P-18

I9eR=9

20 P-20

21  P-21

Halaman 32 dar

Sura :
t Pemyataan Pelantikan Nomor: 821.2/1314/14/2014 tanggal

27
September 2014 (Fotokopi sesuai dengan Asli):
Surat

ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Magelang,

JL.
L. Soekarno Hatta No. 59. di Kota Mungkid Nomor:

124/BTl-adv/XI112014, Perinal Somasi/Tegoran | tanggal 12

Desember 2014 (Fotokopi sesuai fotokopi); o

Surat  ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Magelang,
JL.Soekarno Hatta No.59.di Kota Mungkid Nomor: 125/BTI-

adv/XII'/2014, Perihal Somasi/Tegoran Il tanggal 17 Desember

2014 (Fotokopi sesuai fotok opi);

Tanda Terima tertanggal 17 — 12 — 2014 (Fotokopi sesuai

dengan Asli);

Fotokopi KTP Dwi Koendarto, S.SOS (Fotokopi sesuai dengan

Asli); e

Fotokopi KTP Susanto, S.H, M.M (Fotokopi sesuai dengan Asli);--
Fotokopi KTP Untung Sujoko (FFotokopi sesuai dengan Asli);-------
Fotokopi KTP Dra.Nurhidayati(Fotokopi sesuai dengan Asli);-------

Fotokopi KTP Asyhari, S.Sos, M.Si (Fotokopi sesuai dengan

Asli);---
Fotokopi KTP R.Andie Wibowo, S.STP, M.Si (Fotokopi sesuai

dengan Asli);-

Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.2/1314/13/2014
ur

: 19641041986031011

to, S.H, MM, NP : !

. ina Tingkat IV.b tertanggal 27
Ruang : Pembina Ting
PangKaUGO|0ngan

September 2014 (Fotokopi sesuai dengan Asli); "
) LHA
P Pelantikan  Nomor: 821.2/1314/13/2 ?‘4»\*

Surat Pernyataan

: SMG ¢
7 halaman, Putusan Nomor: : 088/G/2014/P TUN s
i :




- Dwi Koendarto, S.Sos., NIP : 196404081986071001,

Pa
ngkat'Golongan Ruang : Pembina Tingkat IV.b tertanggal 27

September 2014 (Fotokopi sesuai der gan Asli);

Menimb
ang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat

telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeteraikan

cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta telah

diberi tanda dengan T-1 sampai dengan T—18 surat-surat bukti tersebut

sebagai berikut : -

1. T-1

Keputusan Bupati Magelang Nomor : 821.2/123/KEP/13/2014

Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon lli

- Dan Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan  Struktural

Eselon IV Dan V atas nama Dwi Koendarto, S.Sos
NIP 196404081986071001 Dan * Kawan-Kawan Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Mage lang tertanggal 26 September 2014

atas nama : = o

1. Dwi Koendarto, S.Sos ;

2 Bintoro, S.50s;-

3 Untung Sujoko, S.IP;

4. Susanto, S.H, M.M;

5. Moch Fauzi Yanuar Mauludi, S.STP;

6. Nurcholis, SEj-—===—"""

i Dra.Nurhayati, M.H;--

8. Asyhari, S.Sos, M.Si;---

R.Andie Wibowo, S.STP, M.Si;

9.
10. Solikin SE (Fotokopi sesuai dengan Asli);
Putusan Nomor: 182/PHPU.D-XHZO13 tertanggal 16 — 12 —
utus :

Jaman, Putusan Nomor : 088/G/2014/PTUN-SMG O

Halaman 33 dari 71 ha




10

11

T-10

T-11

(Fotokopi sesyai dengan fotokopi);

Undang-
9-Undang 1950 No.13 tentang Pembentukan Pemerintah

Da g
erah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa

Tengah (Fotokopi sesuai dengan Asli);

U“danQ-Uﬂdang R.I' Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah

Daerah (Fotokopi sesuai dengan Asli)

Undang-Undang R.I Nomor: 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah

Daerah (Fotokopi sesua dengan Asli);
Peraturan Pemerintah R.| Nomor: 100 Tahun 2000 tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural

(Fotokopi sesuai dengan asli);

Berita Acara Nomor : 821/1300/13/2014 Badan Pertimbangan

Jabatan Dan Kepangkatan tertangga 25 September 2014

(BAPERJAKAT) (Fotokopi sesuai dengan Asli);
Peraturan Pemerintah R.I Nomor : 9 Tahun 2003 Tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian

Pegawai Negeri Siplil tertanggal 31 Oktober 2009 (Fotokopi sesuai

dengan fotokopi);
Keputusan Bupati Magelang Nomor: 188.45/118/KEP/13/2013

tentang Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Tahun

2013-2015 beserta lampiran Fotokopi sesuai dengan Asli);-----------

Keputusan Bupati Magelang Nomor: 188.45/163/KEP/13/2014

tentang Tim Penanganan Kasus-Kasus Kepegawaian Pegawai
e 2

N i Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang
egerl

~2hun 2014 (Fotokopi sesuai dengan Ast:

Keputusan Komi

Jan, Putusan Nomor : 088/6/20!4/PTUN-SME__1L}\

-

Halaman 34 dari 71 halan




.
pEm——

12 T-12

13 T-13

14 T-14

15 T-15

16 T- 16

17 T-17

18 T-18

Menimbang, bahwa untu

Tergugat telah mengaju

telah didengar keterangannya di

Halaman 33 dar

02/Kpts/ L
Pts/KPU Kab-012.329418-K/2013 Tentang Tahapan, Program
Dan Ja
dwal Penyefenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil

Bupati
pati Mageiang Tahun 2013 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);--

Nota Dj
Dinas BKD Nomor: 800/1263/13/2014 (Fotokopi sesuai

dengan Aslj)

Undangan Nomor: 005/1294/13 2014 ditujukan kepada selaku

anggota  Baperjakat Kabupaten Magelang di Kota Mungkid

tertanggal 25 September 2014 (Fotokopi sesuai dengan Asli);

Daftar Hadir Sidang Baperjakat tertanggal 25 September 2014

(Fotokopi sesuai dengan Asli);

Nota Dinas Bupati Magelang Nomor: 821/1304-1/13/2014 Laporan

hasil Sidang Baperjakat tertanggal 25 September 2014 (Fotokopi

sesuai cengan Asli);

Surat Gubenur !awa Tergah Nomor: 821/246.Rhs ditujukan
kepada Bupati Magelang tanggal 27 Juni 2014 (Fotokopi sesuai

dengan fotokopi);

Keputusan Bupati Magelang Nomor: 821.2/123/KEP/13/2014
tertanggal 26 September 2014 Tentang Pemberhentian Dalam
Jabatan Struktural Eselon Il Dan Eselon IV Dan V Atas Nama Dwi
Koendarto, S.Sos NIP.196404081986071001 Dan Kawan-Kawan

Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Fotokopi sesuai

dengan Asli);

Bahan Sidangd BAPERJAKAT tanggal 25 September 2015
aha

(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
« menguatkan dalil-dalil Jawabannya Pihak

atu (1) Orang Saksi dan satu (1) Orang Ahli yang
kan S |

pawah sumpah di Persidangan, yang;:

: / -SMG 12
71 halaman, Putusan Nomor : 088/G/2014/PTUN: ,’%—3' ;
I




kok : ol
POKOKNya memberikan keterangan sebagai berikyt :

Saksi fakta

- AGUNG T
RIJAYA, Menerangkan yang pada pokoknya sebagai
berikut;

— Bahwa Saksi : _
' Sebagai Ketua Baperjakat pada saat akan diterbitkannya

surat keput

1san obyek sengketa in casu;
. : .
ahwa bahan yang digunakan sidany Baperjakat berasal dari BKD yang

memuat materi nama-nama Pegawai Negeri Sipil kurang lebih jumlahnya

70 orang , diantaranya adalah Para Penggugat;

— Materi dari BKD itu isinya antara lain ada beberapa Pegawai Negeri Sipil
yang memberikan kesaksian pada sidang Mahkamah Konstitusi:-------------
— Hasil sidang Baperjakat tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara
yang isinya bahwa Baperjakat memberikan bahan pertimbangan supaya
ada pembinaan. Yang menjadi alasan Baperjakat adalah Para Penggugat
memberikan kesaksian di sidang Mahkamah Konstitusi yang menjelek-
jelekan pimpinan terkait Pilkada, dan kesaksian itu tidak benar sehingga
kesimpulan Baperjakat terhadap Para Penggugat dilakukan penurunan

jabaran Struktural karena tindakan Para Penggugat tersebut tidak patut

dilakukan oleh seorang Pejabat;

Bahwa menurut Baperjakat menjadi saksi pada Sidang Mahkamah
a

Konstitusi tidak masalah, namun substansi memberikan kesaksian yang
onstitus ,

tidak benar;--- | e
rtindak sebagal koordinator memberikan kesaksian di sidang

Yang bertinaa a Ty

: titusi adalah R Andie Wibowo, hal itu diyakini oleh

stitusi :

Mahkamah Kon

; fasilitasi para Penggugat yang
die Wibowo mem
kat karena RAAD

BapglI2 mereka buat. Tetapi dalaafe>-

pernyataan yang

lain, hal ini sesual

ADiLay .

' 014/PTUN-SMG_0)
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'

konsideran
sSurat
Keputusan Penurunan jabatun struktural atas nama

R.Andie Wi ' i
ibowo tidak disebutkan perannya sebagai koordinator ;

Bahwa dalam s; i
™M sidang Baperjakat tersebut, Baperjakat tidak menggunakan

alat-alat i -
bukti yang Tenunjukkan tindakan para Pegawai Negeri Sipil

ters ;
ebut, hanya berdasarkan informasi. Karena selama ini Baperjakat

dalam bersidang tidak pernah menggunakan bukti dan saksi. Dan

sidang Baperjakat kali ini sama dengan sidang Baperjakat yang

sebelum-sebe'umnya;

Bahwa menurut Saksi, pembinaan terhadap para Pegawai Negeri Sipil
tersebut adalah penurunan jabatan Struktural ini, saksi tidak tahu pasti
dasar hukumnya namun vyang dilakukan para Penggugat adalah
merupakan pelanggaran moral dan etika sehingga bentuk pembinaan

dengan penurunan jabatan ini merupakan kesimpulan subyektif

Baperjakat yang terdiri dari bermacam-macam instansi;
Bahwa setelah dilakukan rapat Baperjakat, sehari kemudian kepala BKD
menyerahkan nota dinas kepada Bupati dengan dilampiri Berita Acara;----

Bahwa sebelum penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa in casu,

saksi telah melakukan pemanggilan kepada beberapa Penggugat melalui

telepon, dan hal tersebut merupakan hal yang lazim, jika para Penggugat

tidak mau datang itu tidak apa-apa.Dan pemanggilan yang dilakukan
i

saksi ini adalah selaku Pt Sekda bukan sebagai Ketua Baperjakat ;---------

enggugat Nurhadiyanti dipang

yang lain, dan diberi saran supaya mau

gil secara resmi setelah jadwal
Bahwa F

pelantikan teman-temannya

dilantik. Akan teta

pi menurut laporan BKD bahwa yang bersangkutan

_______

menyatakan tidak mau dilantik;

Jaman, Putisan Nomor : 088/G/201 4/PTUN-S%_
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eNggugat ini tidak melakukan pelanggaran Disiplin

Pegawai Negeri <in: :
9€M Sipil sebagai mana dimaksud Peraturan Pemerintah
Nomor: 53 Tahun 20710

Bahwa Saksi t i
aksi tidak Mengetahui dengan terbitnya obyek sengketa ini

Eselon dan gaji Para Penggugat turun:

Ba :
hwa penurunan Jabatan Struktural dan mutasi Para Penggugat ini tidak

berpengaruh pada kenaikan pangkat Para Penggugat, dan penurunan

jabatan Struktural ini tidak ada batasan waktunya;

Bahwa yang tertuang dalam Berita Acara Baperjakat dalam kalimat
memberikan kesaksian yang tidak benar itu merupakan kesimpulan
Baperjakat berdasarkan isi putusan Mahkamah Konstitusi dan bukan

mengutip isi putusan Mahkamah Konstitusi ;

Keterangan Ahli Prof Dr.MUCHSAN, S.H, menerangkan yang pada pokoknya

sebagai berikut;
- Bahwa menurut Ahli suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak dilihat
Dari bentuk, malainkan isinya. Jadi asalkan keputusan itu tertulis yang

Penting memenuhi unsur — unsur khusus sebagaimana dimaksud oleh

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 yakni frasa

berdasarkan keteniuan perundang-undangan yang beriaku, maka hal

tersebut sudah dapat diseout Keputusan Tata Usaha Negara;

Struktur suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu terdiri dari ; konsideran,
- Stru

' tetapi yang paling penting adalah
i i1qat. memperhatikan,
menimbang, mengingat, | .
ingat karend itu memuat dasar hukum di terbitkannya
kosideran mengl
. kaitannya dengan Kriteria keputusan Tata Usaha Negara
san, hal inl K&

keputu a 9 Undang-Undang Nomor:

1 angk
sebagaimana dimaksud pPasal

Tahun 2004 yakn

, IN-SMG t 3
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beriaku_ Sedan i
gkan konsideran menimbang berisi fakta-fakta hukum yang

berupa data-dat
a
faktual yang mendorong dlterbitkannya keputusan

Konsideran
Memperhatikan ity tigak harus ada, dia bukan dasar hukum,

hanya Pernyataan biasg sebagai pelengkap;

Hubunga : :
gan antéra konsideran dengan diktum adalah sebagai hubungan

sebab i { :
a ak:bat/causahtas, artinya apa yang ada dalam konsideran itu

merupakan motijv: t tor/pendorong lahirnya diktum:

Dalam teori I2gal Drafting aiaupun teori pembuatan beschikking, konsideran

Itu merupakan syarat formil artinya hal ini berkaitan dengan prosedur,

sedangkan batang tubuh itu merupakan syarat substansiil, berkaitan dengan

materi. Kekurangan dalam konsideran itu ringan, asalkan sudah ada satu

aturan yang masuk sudali cukup;

Menurut Undang-Undang Kepegawaian ‘jabatan yang diemban Pegawai
Negeri Sipil itu terdiri dari Jabatan Fungsional dan jabatan Struktural Jabatan
Fungsional berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Pegawai Negeri Sipil,
semua Pegawa: Negeri Sipil pasti memiliki Jabatan Fungsional ini. Jabatan
Struktural menunjukakan kedudukan/status yuridis di organisasi Pegawai
ipil bekerja dan tidak semua Pegawai Negeri Sipil memiliki Jabatarn

Negeri Si

Struktural .Dasar pemberian Jabatan Struktural adalah kemampuan dan

kepercayaan dan ini sifatnya kumulatif;

Bahwa pola pembinaan Pegawali Negeri Sipil berarti
a

lolaan/managemen  yang terdiri dari 6 langkah vyaitu planning
pengelo

recruitment (pengadaa), programming (pemrograman),

(perencanaan),

actuating  (pelaksanaan), dan controlling

budgeting (penganggaran),

__________

awasan); :
(peng uktural dalam kasus ini adalah pola pembinaan

nan dalam Jabatan S

Penuru :
egawai Negeri S
trolling (pengawasan) Bisa jadi awalnya Feg g
ada bagian con e
p Putusan Nomor : 088/G/2014/ e
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tersebut caka
dar :
P dan dapat dipercaya, namun setelah dievaluasi yang

bersangkutan aq
a kekurangan, jadj terbitnya obyek sengketa ini merupakan

perndinaan .Perp -
Uatan Pemerintah yang rechmatigheid itu ukurannya aturan

tetapi yan igheid ini
yang doelmatigheid inj kebijakan, ukurannya bukan aturan .Dalam

hukum admini s .
Inistrasi jika rechmatigheid terus maka roda administrasi tidak

akan berjalan;-----

Peraturan Pemerintah Nomor:100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Disiplin
Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dan Peraturan Pemerintah
Nomor: 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sangat berbeda,
keduanya mempunyai ruang lingkup sendiri-sendiri yang bersifat substansif
dan specialist, tidak bisa dicampur adukkan.Namun demikian payung
hukumnya/Undang-Undang  pokoknya sama yaitu Undang-Undang

Kepegawaian:

Dalam hal Pegawai Negeri Sipil melakukan tindakan tidak patut, hal itu tidak

bisa diukur dengan norma hukum tetapi diukur dengan Asas-Asas Umum

Pemerintahan yang Baik ;

Dalam hal Pegawai Neceri Sipil yang bersangkutan tidak ikut memberikan

keterangan sebagai saksi di sidang Mahkamah Konstitusi, akan tetapi di pada

Surat Keputusan yang ditujukan kepadannya tentang penurunan jabatan

Struktural ini, pada konsideran menimbangnya dinyatakan juga bahwa ia ikut

berikan keterangan sebagai saksi di Mahkamah Konstitusi (untuk
membe

| ideran menimbang itu tidak harus
- ka menurut Ahl, konsi
Penggugat ke 6), ma

kan tersurat tapl tersirat, artinya Pegawai Negeri Sipil yang
akan

berupa tind ‘ -
m membentuk image itu, maka tindakan itu telah

bersangkutan ikut aktif dala
yangd terjadi pada teman
an serupa tindakan memberikan keterangan

-{eman Pegawai Negeri Sipil lain
tersirat, sedangkan
at Surat Keputus
Mahkamah Konstitu
wsan Nomor 088/G/ZOI4/PTUN.SMG ;

yang mendap

 saksi di sidand

si itu tersurat. Dan hub‘

sebaga

j , Pul
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Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam obyek sengketa adalah sekedar slogan
namun belum apl.katif karena Juklak dan ofgan pelaksanaannya belum ada

dan masih menggunakan organ-organ lama seperti BAPEK dan

sebagainya; |
Bahwa penerbitan obyek sengketa ini tidak sewenang-wenarg karena jelas
Bupati memiliki kewenangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor:
100 Tahun 2000, tetapi apakah itu dikatakan penyalahgunaan wewenang,

maka itu harus ditanyakan apakah itu untuk kepentingan pribadi Bupatj atau

bukan, sehingga hal ini belum jelas;
Idealnya penerbitan keputusan itu menggunakan dasar hukum kecuali dalam

isalnya ada kebijakan, dan hal ini merupakan
u mis

hal-hal tertent

an hukum;--—==""
ran/free interpretasi;

o e

a.Bila terjadi kekosong

fsi
b. Bila terjadi ki:bebasan pena
ran perundang-undan

gan;

c.Adanya delegasi perat!

______
-------
—————
s
-

: um,;--
« n a n U m 3
d. Demi kepenting P 088/G/2014/PTUN-SMG_Q.
halaman,
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menggunakan haknya dalam hal ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat telah
mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 13 Mei 2015
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu

yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan mejadi satu

kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak yang bersengketa mohon

putusan;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

gugatan para Penggugat adalah

Menimbang, balwa maksud dan tujuan

sebagaimana tercebut diatas ;

bang, bahwa atas gugatan para Peng
okok perkara tertanggal 18 Pebruari 2015 ;------

gugat tersebut Tergugat telah
Men.m

mengajukan Jawaban dalam p

DAL AM POKOK PERKARA i--=-=r=="""
arkan uraian gugatan tersebut, pada pokoknya

Menimbang, bahwa beldas
on untuk dinyatakan

batal atau tidak sah :
para Penggugat memoh

Nomor:: 088/G/2014/P TUN-SA’{Q 7
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= Strat Keputusar Bupati

tanggal 26 Ssptembpey

Struktural Eselon

Pengangkatan /" Penunjukan

IV dan V atas m i

| Nama Dwi Koendarto S.S
NIP. 19640408 LY
19860?1001 dan kawan kawan Dilingkungan
emerintah m |
P Kabupater Magelang, kKhusus atas  nama i
Dwi

Koend H S.II

ndarto., S.Sos, Susanto., SH., M.M. Untung Sujoko I

Dra. ' ;
e MH, Asyhari,, S.Sos, MSi dan RAndi

Wibowo.,S.STP. M.Si ;

Menimbang, bahwa alasan Permohonan dimaksud adalah pada pokoknya
para Penggugat berkeberatan dengan diterbitkannya Surat Keputusan objectum
litis  oleh Tergugat dalam hal ini Bupati Magelang oleh karena mengandung
unsur pelanggaran terhadap peraturan \pe'rundang undangan maupun
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), atas dasar alasan

sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan  dalam pertimbangan

tentang duduknya sengketa diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat tersebut,

Tergugat telah pula membantah dalam argumentasi hukumnya yang pada
pokoknya menyatakan bahwa surat keputusan objectum litis telah diterkitkan

k dari segi kewenangan dan substansi serta sesuai dengan

secara prosedural bai
yang berlaku dan Asas-Asas  Umum

peraturan  perundang-undangan
AAUPB), maka patut dan beralasan hukum gugatan

Pemerintahan yarg Baik (

untuk ditolak atau tidak dap
k selanjutnya dari Gugatan para Penggugat,
u

at diterima ;
para Penggugat

Menimbang, bahwa unt
ik maupun Kesilnp

erupakan Pokok permasalahan diantar
gm

ulan masing-masing pihak, Majelis

Jawaban, Replik, DUP a

impulan bahwa Y&

nertimbangka
ihak yang harus et /G/2014/PTUN-SMG_§.
para p!f‘la * Putusan Nomor : 088/G/201 \/S" >
: 7 halaman,
) 43 dari 7
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kekurangan atay
0t jurigys
dalam

Renerp; :
bertentangan dengan Peratura pe bitan Objek  sengketa yang
Undan

9-undanga
Asas-Asas Umuym Pemerfnfahan e 9an yang berlaky maupup
9 Bai

Kk (AAUPB), pait dari segi prosedural

¢ -
'

formal maupun darj segi Substansi Materig/
(ol = R

Menimbang, bah i e S o PO
Wa sebagaimana ketentuan pagg| 107 Undang-Undang

Nomor : 5 Tahyn 1986 Tentang per. i

menduduki jabatan Struktural Eselon lllb' dan IVa berdasarkan Surat
Keputusa Bupati Magelang yaitu : (1) Dwi Koendarto, S.Sos., dengan
jabatan Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada DPU dan
ESDM eselon lilb, (2) Susanto,S.H.,MM dengan jabatan Kepala Bidang
Hubungan Ketenagakerjaan, Pengawasan dan Tenaga Kerja pada Dinas
Tenaga Kerja, Scsial dan Transmigrasi Eselon IlIb, (3) Untung Sujoko,S.IP

dengan jabatan Sekretaris Kecamatan Salaman dengan Eselon Ilib,

(4) Dra.Nurhidayati, M.H., dengan jabatan Kepala Seksi Pemberdayaan
ra.Nu , M.A.,

M kat Desa pada Kecamatan Salaman Eselon [Va, (5)
asyaraka :
y an Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban

A IS 3i dengan jabat
syhari,S.Sos., M.Gi den |
: kyat pada Kecamatan Grabag, dengan Eselon [Va, (6}
akya

jahteraan R _ :
danise=gig an jabatan Kasubbid Pengkajian dan

i, deng
T S.STP.M.Si,
R.Andi Wibowo., man Modal pada Badan Penanaman Modai
Penan

Pengembangan Potensl
Perizinan Terpadu den
udukan para Penggugat

Bupati Magelang Nom ~

gan Eselon [Va;

dan Pelayanan dimaksud, Tergugat

d
2. Bahwa terkait (engan kS

gurat  Keputusén

itkan T
telah  menerbitk ampmvw%

/ /2
an, Putusan Nomor . 088/Gi

] /il
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sebagaimana tercatan dalam Berita Acara Nomor : 821/1300/13/2014
tanggal 25 September 2014 Tentang Pemberhentian dalam Jabatan
Struktural Eselon Il dan IV dan Pengangkatan / Penunjukan dalam Jabatan

Struktural Setingkat Lebih Rendah pada Eselon IV dan V di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Magelang (Vide Bukti T-7):

Bahwa Ketua Baperjakat telah mengirimkan Laporan Hasil Sidang

Baperjakat kepada Bupati Magelang sebagaimana surat Nota Dinas

tertanggal 26 September 2014 (Vide Bukti T-15) ;

ian Daerah telah mengirimkan
la Badan Keoegawaian
Bahwa sebelumnya Kepa

: yang ditujukan kepada Bupati Magelang prihal Laporan
Surat Nota Dinas

batan Struktural Eselon Il dan IV di Lingkungan Pemerintah
Kakosongan Jabatan

: (TE=A2)5

Vide Bukti T
Kabupaten Mogelio truktural Penggugat sebelumnya, dengan
str

Bahwa mengenai jabatan :
t Keputusan obyek sengxe

a in litis telah diganti dan _dij

diterbitkannya Sura

-SMG 3 | 4
- 088/G/2014/PTUN- L34
; 7] halaman, Putusan Nonor /&3{
dari
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Menimb ' |
ang, bahwa untuk ity Majelis Hakim terlebih dahuly akan

mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat

Keputusan objectum litis adalah berdasarkan kewenangan yang ada padanya

sebagaimana ditentukan pada peraturan per undang-undangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada prinsipnya setiap penyelenggaraan Kenegaraan

dan pemerintahan harus memiliki legitimasi yaitu kewenangan yang diberikan
oleh undang-undang, dengan demikian substansi asas legalitas adalah
wewenang yakni kemampuan urtuk melakukan tindakan tindakan hukum
tertentu, can mengenai wewenang tersebut sebagaimana doktrin / pendapat
hukum H.D Stout menyatakan bahwa wewenang merupakan pengertian yang
berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang dapat djalaskan sebagai

keseluruhan aturan - aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan

wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum

publik (literature Ridwan H.R. Hukum Administrasi Negara Edisi Tahun 2006)
ublik (litera ;

b bahwa untuk menentukan Pejabat / Badan Tata Usaha
Menimbang,

k melakukan suatu tindakan hukum tertentu terlebih
untu

Negara berwenang
: ber dan cara Pejabat/ Badan Tata Usaha

i um
dahulu harus dilihat darimanakah s |
eh wewenang pemennta

hukum, yaitu asas legalitas

han dimaksud, dimana
Negara tersebut memperol

utama negaré

- ilar .
seiring dengan P! merintahari berasal dari
wenang Pé
pahwa We

gan, artinya su
Pputusan Nomor : 088/G/201 4/PTUN-S%
U

nsel) tersirat
(Legaliteidbeginsel) tersi@

n
peraturan perundang-unda

] an,
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tiga cara yaitu

S :
ebagaimang Pendapat hukum / doktrin

sebagai original legislator dan delegated legislator, dimana pada delegasi

erjadilan Pelimpahan Suatu Wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan
tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara
atributif kepada badan atau jabatan tata usaha hegara lainnya, jadi suatu
delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang ( Literature
Ridwan HR Hukum Administrasi Negara Tahun 2002, halaman 104) ;------mvv-

Menimbang, bahwa merujuk pada doktrin / pendapat hukum Van Der
Pot yang berpendepat ” jabatan adalah merupakan suatu subjek hukum yang
merupakan pendukung hak dan kewajiban dan dari situlah lahir suaty wewenang
organ administras; untuk melakukan tindak pemerintah, a-contrario seorang yang

tidak memangku jabatan tidak dapat mela'ukan suatu tindak pemerintahan dan

kala tetap dilakukan tindakan tersebut sama sekali tidak membawa akibat

hukum, oleh karenannya jabatan seb agai lingkungan pekerjaan tetap mempunyai
um, ole . |
ersebut meliputi Isi / Materi (Materiae),
aris-gari tasan-batasn t
garis-garis tertentu. Ba

(Locus) dan Waktu (Tempus), berdasarkan batasan-batasan
Wilayah / Ruang |
' - jtu merupakan
enggunaan wewenang diuar batas batas D
terseput setiap P

r wewenang (onbevoedhe
pevoedheid ratione loci dan onbevoedheid
on

id), yang oleh Waline dibedakan

tindakan melangga

' ' erie,
atas onbevoedheid ratio mat

. iotrasi melakukan tindakan dalas
administrasi me <
ahwa organ

ratione temporis, berarti

21} ] ) ]

it /|
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et perUndany-undangan,,’ Juncto Pasal 53 menyebutkan “Presiden

selaku pemegang kekuasaan tertinggi Pembina ASN dapat mendelegasikan
kewenangan meneta kan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian
pejabat selain pejat at pemimpin tinggi utaraa dan madya, dan pejabat fungsional
keahlian urama kepada : huruf (e) Bupati / Walikota di kabupaten / Kota o

Menimbang, bahwa berdasarkan keténtuan Peraturan Pemerintah
Nemor : 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor :
100 Tahun 2000 Tentang P2engangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam

Jabatan Struktural, Pasal 1 angka 7 menyebutkan ‘Pejabat Pembina

Kepegawaian Kabupaten / Kota adalah Bupati / Walikota * Juncto Peraturan

Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2003 Tentang \Wewenang Pengangkatan,

Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Pasal 1 angka 5

Deiabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten / Kota adalah
“Pejaba

menyebutkan ' .
(1) menyebutkan ‘Pejabat Pembina

t
Bupati / Walikota * Juncto Pasal 14 aya
Kota menetap!/an huruf (d) Pengangkatan,

ten /
ian Daerah Kabupa 3
Kepegawaian o Negeri Sipil dalam dan dari jabatan
tian

; erhen : .
Pemindahan, Pemb o fungsional yang jenjangnya setingkat

an jabara
Struktural Ill ke bawah ¢ ungan Pemerintah Daerah

pawah dilingk
eselon Il ke =
dengan jabatan Structur al AR _85-’\3 a,é\\\

Kabupaten / Kota”; = ol 4: Nﬁ'{? g

(&) A
S sl |
0 fr

san Nomor 088/G/2014/PTUN- Sﬂ’/‘g’%
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Jabat Pembina Kepegawaij

Menimbang,  bahwa untuk  selanjutnya Majelis  Hakim akan
mempertimbangkan dari Segi prosedur formal dan substansi materiil penerbitan

Surat Keputusan ohjektum litis sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Penggugatz mendalilkan pada hakikatnya
pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah kepada
para Penggugat adalah merupakan penjatuhan hukuman disiplin  berat
sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah
Nomor : 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. dimana
penjatuhan hukuman disiplin dimaksud dilakukan dengan cacat hukum dan tidak

prosedural karena tidak dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh atasar

langsung atau pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan pada Pasal 23

t (1), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 28 serta Pasal 31 ayat (1) Peraturan
ayat (1), Pasa

Pemerintah Nomor ; 53 Tahun 2010 | .
pula mendalilkan tidak benar dalil

at telah

] ng, bahwa Tergug s

Menimbang biek sengketa dengan Peraturan Pemerintah
obje

gugatan  yang mengkaitkan .
010 Tentand Disipli

ksanaan Peraturan
ak dalam rangka pela m
tidak menjadi dasar hukum

n Pegawai Negeri, hal ini karena

Nomor: 53 Tahun 2

veta tid

Keputusan objek srngketd o
n 201 ;
Pemerintah Nom?r : et

Halam




pada Asas re i
mberian Alasan dan motivasi artinya bahwa suatu keputusan
haruslah di
didukung oleh suatu alasan-alasan maupun dasar pertimbangan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar mengapa

badan/pejabat tata usaha negara menetapkan suatu keputusan, dan dapat

dibedakan secara kumulatif menjadi tiga varian yaitu ;

1. Syarat bahwa sua'‘u ketetapan harus diberi alasan ;

Pemerintah harus dapat memberikan alasan mengapa ia mengambil suatu

ketetapan tertentu, pihak yang berkepentingan berhak mengetahui alasan-

alasannya, bila suatu ketetapan merugikan seseorang yang berkepentingan,

pemerintah yang baik mensyaratkan bahwa pemberian alasan sedapat
mungkin segera diberitahukan persama-sama dengan Ketetapan j==-------------

2. Ketetapan (Besch;'kkfng) harus memiliki dasar fakta yang teguh, dan;-----------

titik tolak dari kete
eda dari apa yang dikemukakan atau diterima

b tapan harus benar, bila ternyata
Fakta yang menjadl 2 4

bahwa fakta-fakta pokok berb

h. dasar fakia yang teguh dari alasan-alasan tidak ada,

oleh badan pemerinta
pat cacat dala

m kecermatan

dalam hal ini terda

ng i
dan menduku

3. Pemberian alasan harus cukup

usan Nomor 088/G/201 WPTUN-S%

Halama 30 dari 71 halama” Put




raturan atay suatu  kebjjakan yang

mengarah pada adanya pemberian alasan yang cacat ;----

literat i

(literature Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara Edisi Tahun 2006
dan Prof.Dr. Ateng Syafrudin, SH dalam Pidato Pengukuhan sebagai
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Parahyangan sebagaimana

dikutip dalam Buku Himpunan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang

Baik oleh Prof. Dr. Paulus Effendi. Lotulung ) ;
Menimbang, bahwa memperhatikan Su;at Keputusan objectum litis (Vide

Bukti P-Z dan T-1) pada konsideran Menimbang tercatat dasar dan alasan
diterbitkannya Surat Keputusan dimaksud adalah (a) Bahwa berkenaan dengan
Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 2 daftar lampiran

keputusan ini telah membuat pernyataan dan / atau memberikan kesaksian pada

perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Magelang Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi, (b) Bahwa

berd kan pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Konstitusi
erdasar
ber 2013 Surat Pernyataan dan
_X|/2013 tanggal 16 Desem
Nomor : 182/PHPU.D-XI/2

dari para Pegawai Negeri Si
(c) Bahwa perbuatan Pegawai Negeri

pil sebagaimana dimaksud huruf a

/ atau kesaksian

i bukti,
dinyatakan tidak berar dan tidak ter

antum paca huruf a te
S pemberian amianah jabatan kepada yang
a

lah menghilangkan kepercayaan

Sipil sebagaiman? terc

paten Magelang at

pemerintah Kabu !
u dilakukan pembina

n penurunan ke dalat
an dengan p ST

bersangkutan, sehingga perl

j ah, (d
jabatan setingkat 1ebi rend

Halaman 5] dari 7] halan



huruf ab,dan ¢ perly

Menetapk
Pemb ' L
mberhentian dajam, Jaba e e Magelang  tentang

tan Str
ipile s UKtural
Penunjukan dalam Jabatan Eselon || dan |V dan Pengangkatan/

F] n

perbuatan / tindakan
5 :
Para pejabat stryctyral tersebut tidak m
pelanggaran disiplin P ' B
€gawal Negeri Sipil sebagaimana dimaksud P
angka 15 Perat meri m o
uran Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 sehingga tidak
diberikan hukum isipli ' m = am -
Kuman disiplin sesuai ketentuan Pemerintah Pemerintah No 53
or. o
Tahun 2010, meski miki m ‘
, meskipun demikian Bupati sebagai pejabat Pembina kepegawaian

da ' ' |
pat memberikan pembinaan kepada Pegawai Negeri Sipil  sesuai

kewenangannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 100 Tahun 2000

juncto Peraturan Pemerintah Nomor: 13 Tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peratuan Pemerintah

Nomor : 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawali Negeri Sipil Dalam

Jabatan Struktural, Pasal 10 menyebutkan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan

dari jabatan struktural karéna ===
yang didudukinya;

a. Mengundurkan diri dari jabatan

b. Mencapai batas usia nensillifi s
geri Sipili-—

c. Diberhentikan sebagai pegawai Ne
n struktural Jain atau J
ali cuti diluar tanggungan negara karena

abatan Fungsional;--=------v--

d. Diangkat dalam Jabata

e. Cuti diluar tanggungan negara, kecu

e
e —
___————-“-- e

DErsaiinan;-__--____--__,_
ari 6 (enam)

alaman Putusai Nom:

-------- -

f. Tugas belajar lebih d

88/G/20I4/PTUNSMG ¢ I3
Jaman 32 dari 710 ol B ‘
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al ini
emberhentian par
p para Penggugat dalam Jabatan Struktural Eselon Il dan IV dan
Pengangkata
gang N/ Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon 1V dan v/ adalah

glislitisir sebaga) Pemberhentian darj Jabatan Struktural karena diangkat dalam

Jabatan Struktural |ain atau Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

ketentuan Pasal 10 huruf d, namun Pengangkatan dalam Jabatan Struktural para
Penggugat ditempat yang baru dengan memperhatikan Surat Keputusan
objectum litis (Vide Bukti P-2 dan T-1) pada konsideran Menimbang huruf (c)
Bahwa perbuatan Pegawai Negeri Sipil sebagézimaha tercantum pada huruf a
telah menghilangkan kepercayaan pemerintah Kabupaten Magelang atas
pemberian amanah jabatan kepada yang bersangkutan, sehingga perlu
dilakukan pembinaan dengan penurunan ke dalam jabatan setingkat lebih rendah

Menimbang, bahwa penurunan ke dalam jabatan setingkat lebih rendah

dalam penerapannya diatur pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 53

Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawa Negeri Sipil Bab Kedua Tingkat dan Jenis

Huk Disiplin Pasal 7 ayat 4 menyebutkan Jenis Hukuman Disiplin Berat
ukuman Disipli o |

) huruf ¢ terdiri dari, huruf b “Pemindahan

: s at (1
seb a dimalsud pada ay .
dagaiman bih rendah” , dan merujuk pada

s setingkat le

enurunan jabatan o -

glemangiaii 1 yang dimaksud dengan Disiplin Pegawai
a

Ketentuan Umum Pasal 1 angk
gupan Pegawai Neger
ditentukan dalam peraturan perundang-
|

i Sipil untuk mentaati kewajican
Negeri Sipil adalah Kesand

larangan Yang
ran kedinasan yan
fo angka 4 “Hukuman Disiplin adala
C e

dan menghindari g apabila tidak ditaati atau

u
undangan dan / atau perat |

UN‘S;’V.{G" =
}: fl'fffb'ﬂ.’? NU?HO? i 088/(;/201’ / "’_,//'L%
ﬂﬂ, “J i

dilanggar dijatuhi huku

i 7 Jam
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tersebut, maka ¢
eNgan berpedoman Pada ketentyan Peraturan Pemerintah

Nomor : 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Pasal 1 angka 5 menyebutkan “Pejapat

Pembina Kepegawaijan Daerah Kabupaten ; Kota adalah Bupati / Walikota
Juncto Pasal 14 ayat (1) menyebutkan ‘Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah
Kabupaten / Kota menetapkan : huruf (d) Fengangkafan, Pemindahan,
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Struktural [l ke
bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan
structural eselon Il kebawah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota”,
Majelis Hakim berpendapat ketika Tergugat menggunakan kewenangannya

selaku Pejabat Pembinaan Kepegawaian untuk melakukan Pengangkatan,

Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari
jabatan Struktural yaitu dalam hal ini Pemindahan dalam rangka penurunan

jabatan setingkat lebih rendah bagi Para Penggugat maka konsekuensi

u har h n j ung hukum
yuridi uslah berpegang teguh pada aturan dasar sebagai payung
ridisnya ha

dalam penerapannya, mengingat terhadap

a yan digunakaﬂ e ‘
(umbrella e ih rendah secara normative dikualifisir sebagai
kat lebi

Pénurunan jabatan seting ana diatur pada Peraturan Pemerintah
m

ol bagal
bentuk hukuman disiplin berat € ¢ By
ang Disipli1 Pegawal

| 7 ayat 4 dan sedangkan terhad
a ! -.; 4

geri Sipil Bab Keduz

t
Nomor : 53 Tahun 2010 Ten
man Disiplin Pas
o Pasal 14 ayat (1 E

lingkat dan Jenis Huku
14/PTUN-SMG e { f ,)
Nomor 088/G/20 {/,C-g h

) Peraturan Pem%;L

Junct
ketentuan Pasal 1 angka °




Nomor: 9
sebagai Pejab
pengangkatan,

Struktural ;

karena ada dasar hukumnya, namun terkait dengan penjatuhan jenis sanksi
pembinaan yang dijatuhkan adalah merupakan suaty kebijakan, dan jika hal
tersebut dimasukkan dalam kriteria freies ermessen, maka jenis sanksi
pembinaan dalam obyek sengketa ini dapat dimasukkan dalam rangka demi

kepentingan umum, yakni kepentingan daeraﬁ yang bersangkutan (tidak ada

kriteria sehingga tergantung penguasa) ;

Menimbang, bahwa dalam tataran teori Pengertian Freies Ermessen

adalah Frejes berasal dari kata frei dan freie yang berarti bebas, merdeka, tidak

terikat, lepas dan orang bebas. dan Ermessen yang berarti mempertimbangkan,

menilai, menduga penilaian, pertimbangan dan keputusan. Sedang secara

etimologis,dengan demikian ~ Freies Ermessen artinya orang yang bebas
bebas menduga, dan bebas mengambil

ilai
mempertimbangkan, bebas menilai,
Discretionare ~ atau Freies Ermessen merupakan
isc

keputusan. Pouvoir : o |
L inisiatif dan kebijakan sendiri dari administrasi
s ini

kemerdekaan bertindak ata
state. Fungsl publ
gakipatkan  terjadinya P
ri lembaga legislative ke lembaga

ik service dalam penyelenggaraan

Negara pada welfare ergeseran sebagian

, men
Pemerintanan welfare state

3 negara yaitu da
gertian discretie dalam

olak mengambil keputusan qep‘

kekuasaan antar lembad

: . Pen
eksekutif (administras negara) g
i poleh M
adalah pejabat penguasd tidak

5dari7 1 halamar,

san Nomor - 088/G/2014/P TUN-Siﬁ_J(f |
Putu : 0 |

Halaman 3




alasan ‘tidak gqq peraturannya"

mengambil keputusap menurct p

aturan untuk itu bejyr, ada. Bukan kebebasan dalam arti yang seluas-luasnya

dan tanpa batas, namuyn tetap terikat kepada batas-batas tertenty yang

diperkenankan oleh hukum administrasi Negar -

Menimbang, bahwa dalam hukum admini¢trasi terdapat beberapa sifat
wewenang pemerintahan, yaitu yang bersifat ierikat, fakultatif dan bebas
terutama dalam kaitannya dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan
keputusan-keputusan (besluiten) dan ketetapan-ketetapan (beschikkingen) oleh

organ pemerintahan sehingga dikenal ada keputusan atau ketetapan yang

bersifat terikat dan bebas :
1. Wewenang Pemerintahan yang bersifat terikat : yakni terjadi apabiia
peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana

wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak

menentukan tentang isi dari keputusan yang harus diambil ;
Wewenang Fakultatif : yakni terjadi dalam hal badan atau Pejabat Tata Usaha
ewe ;

N ng bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau
egara ya

_ ", , T
dikit b k masih ada pilihan, sekal.pun pilihan itu hanya dapat dilakukan
sedikit banya - |
| at keadaan-keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam
dalam hal-hal atau

peiaturan dasarnya, memberikan
yakni teradi ketika perauran dasamya
as :
3. Wewenang beb (au Pejabat Tata Usaha Negara untuk
adan a

keputusan yand akan dikeluarkanps;

kebebasan kepada b

i i isi dari
menentukan sendiri mengena

F
i -

. N i ; .I?\. _-.Il:;. ,. ' 3
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mengatasi S '
g persoalan  konkrit yang dihadapi dalam penyelenggaraan

pemerintahan dalam hal peratyran perundangan-undangan yang memberikan
pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak Jelas dan / atau adanya stagnasi

pemerintahan”, Junctc Pasal 22 menyebutkan :

(1) Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang.

(2) Setiap pengqunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk:--—---------

a. Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;

b. Mengisi kekosongan hukum;

c. Memberikan kepastian hukum dan ;

pemerintahan  dalam keadaan (tertentu guna

d.Mengatasi stagnasi

kemanfaatan dan kepentingan umum,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dalam
hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan normatif khususnya dalam
43 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor
100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan

Peraturan Pemeiintah Nomor
Dalam Jabatan Struktural

lam menentukan jenis hukuman kepada

yang memberikan ruang

Pegawai Negeri Sipil

esi bagi Tergugat da |
tidak terdapat norma yang memberikan p{liha“n
[ .

g fakultatif atau wewenang bebas” b

kebebasan / diskr

para Penggugat olen karena

Wenan ;

bulkan Weé | O
: JPTUN-SMG | | 3w

: 7] halaman Pputusan Nomor : 088/G/201 n ‘T{!{-‘:IJ‘:’ |
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53 .
Sipil Bab Ked Tahun 201¢ Tentang Disiplin Pegawai Negeri

Ipll Bab Kedua Tj .
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin Pasal 7 ayat 4, Juncto

Pasal 13, dan 4
atai' tidak pyla dalam keadaan yang peraturannya tidak lengkap

atau tidak jelas dan;/ atau adanya stagnasi Pemerintahan, sebagai syarat dan
tujuan penggunaan diskresi, maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan
hukum tersebut Majelis Hakim tidak sepen 1apat dengan pendapat ahli dimaksud

Menimbang, bahwa terkait dengan konteks pembinaan  yang
diterjemahkan Tergugat dalam bentuk Pemindahan dalam rangka penurunan
Jjabatan setingkat lebih rendah yang ditujukan kepada para Penggugat, tentunya
terlebih dahulu perlu didefinisikan baik dari éegi tataran teoritis ataupun segi

normatif apa sesungguhnya makna dari terminologi pembinaan itu sendiri ;---------

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
(Poerwadarmita, 1987) pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan
yang dilakukan secara bedaya guna dan behasil guna untuk memperoleh hasil

yang lebih baik. maksud dari pembinaan itu sendiri dan pembinaan tersebut
bermuara pada adanya perubahan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya,

E:l = i en S HE ta per )
g 1aw || g ] |
I |naS|| pe a 1 v

h baik ;-----—=""""
n Pegawai Negeri Sipil itu sendiri

tujuan yaitu hasil yang lebi

. pembinaa
Menimbang, bahwa
Sebe n = na Nomor ; 8 Tahun 1974
/ diatur pada ketentuan Undang Undang
umnya

da - i Negeri
i b Il Pembinaan Pegawal

n pada B
Kepé gawa|a

Tentang Pokok-Pokok

e

Sipil Pasal 12 menyebutkan ==

an Nomor ¢ 088/G/2014/P TUN-SMG
5




ini dilaksanakan

Menimban .
g, bahwa dalam Penjelasan ketentuan tersebut telah pula

menegaskan agar Pegawaij Negeri Sipil dapat melaksanakan tugasnya secara

berdaya guna dan berhasi| guna, maka perlu diatur pembinaan Pegawai Negeri
Sipil secara menyeluruh, vaitu suaty pengaturan pembinaan yang berlaku baik
bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat maupun bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah.
Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai
Negeri Sipil Pusat dengan sendirinya berlaku pula bagi Pegawai Negeri Sipil
Daerah, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Selain
dari pada itu perlu dilaksanakan usaha fznertiban dan pembinaan Aparatur
Negara yang meliputi baik struktur, prosedui kerja, kepegawaian maupun sarana,
dan fasilitas kerja, sehingga keseluruhan Aparatur Negara baik di tingkat Pusat

maupun di tingkat Daerah, benar benar merupakan aparatur yang ampuh,

berwibawa, kuat, berdaya guna, berhasil guna, bersih, penuh kesetiaan dan

ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan

Pemerintah. Keseluruhan tugas di bidang masing-masing, dan hanya

' kyat. ;
mengabdikan diri kepada kepentingan Negara dan raky.

n pertim m diatas
timbangan dan fakta hukum dia

im ahwa berdasarka

Menl bang, banw

jelis Hakim menilai terda
enerapkan kewenangan pembinaan yang

pat perbedaan yang sangat
maka dalam hal ini Ma

k m
mendasar ketika Tergugat henda

intah Nomor : 100
raturan Pemerin
etentuan Pe

dimilikinya berdasarkan K
Peraturarl pemerl
etingkat lebih ren

tah Nomor : 13 Tahun 2002, kedalam
n

Tahun 2000 juncto dah yang dikualifisir sebag2

: S
bentuk  nenurunan Jjabatan

(f el




hukuman disiplin berat yang berdq
Mpak

martabat para Pe”QQUQat . Pada perubahan hak, kedudukan dan
+ dimana djsaty, Sisi Surat Keputusan objectum Jiti '
1S

an P ;
€raturan Pemenntah Nomor : 53 Tahun 2010

pilinan dan ruang kebebasan bag Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan
sebelumnya, maka dengan demikian Jika ditinjau dari perspektif landasan
normatif kepegawaian tujuan dari Pembinaan Aparatur  Sipil Negara yaitu
pembinaan prestasi kerja dan system karier yéng dititik beratkan pada system
prestasi kerja (Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegeawaian), pembinaan jiwa korps, pembinaan kode etik dan
pembinaan disiplin pegawai (Pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang

Nomor: 8 Tahun 1974), dengan demikian tindakan Tergugat dikaitkan dengan

yany bertujuan untuk menjamin

konteks Pembinaan Pegawai Negeri Sipil

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna

dan berhasil guna tidaklah dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa terhadap substansi diterbitkannya Surat Keputusan
enimpangd,

' hasil sidang Baperjakat
1 it telah menerima laporan
objectum litis, yang sebelumnya
g selanjutnya dituangka
baperjakat dimaksud membahas pertimbangan

n dalam Berita Acara Baperjakat
(Vide Bukti T-15 yan
(Vide Buktj T-7), dimana sidand
putusan terhadap bebe
an pada intinya adalah

mbuat pernyataan dan membe H

rapa Pejabat Struktural Eselon Il

g 0 pengamRlel & adanya beberapa

dan |V, adapun hasil pembahas
| dan IV yang me

. = ”
Pe ktural Zselon
Jabatott Putusan Nomor: 088/G/20

= o
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Kabupaten Magelang Tahyn 2013, dan tercq t
: ntum p

Keputusan Mahkam itusi
P amah Konstitys; Rl Nomor - 182/PHPU.D X1/2013, pernyataa
N ) y n

dan kesaksian ya i : _
yang disampaikan dinyatakan tigak beralasan hukum angka 4

hwa yang di :
Ba yang dimaksud tidak beralasan hukum adalah kesaksian dan pernyataan

yang diajukan oleh parg Pejabat Struktural tersebut tidak benar dan tidak

terbukti j-—mmmmme e

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut telah pula didengar

keterangan saksi Tergugat R.Agung Trijaya ,S.H.M.H. pada persidangan tanggal
15 April 2015 yang pada intinya meneranckan Saksi adalah Ketua Baperjakat,
rapat diawali dari bahan dari BKD berupa Nota Dinas dari BKD tertanggal
25 September 2014 dan daftar nama yang termuat ‘nama-nama termasuk para
Penggugat didalamnya, dimana dalam pembahasan baperjakat tidak pernah
sampai membahas bukti dan saksi melainkan berdasarkan informasi, laporan

serta saran dan masukan dari anggota Baperjakat dan bahan dari BKD, dan

saksi pernah membaca Putusan Mahkamah Konstitusi yang hanya fokus pada

putusan saja yang menyatakan kesaksian para Penggugat di Mahkamah

Konstitusi dinyatakan tidak beralasan dan terkait pilihan pembinaan berupa

penurunan jabatan setingkat lebih rendah adalah merupakan kesimpulan

akat yang berasal dari berbagai instansi ;

subyektif Tim Baper] |
asarkan ketentuan Peraturan Pemerintah

Menimbang, bahwa berd
juncto peraturan Pem
Dalam Jabatan Struktural, Pasal 14

erintah Nomor : 13 Tahun 2002
Nomor : 100 Tahun 2000
n Pegawai Negeri Sipll
tuk menjamin kua
perhentian pegawal Neg

di setiap instansi dibentuk B

Pengangkata itas dan obyektifitas dalam

(1) Un

menyebutkan ayat eri Sipil dalam dar

em
pengangkatan, pemindahan; dan p
n Il ke pawah

/o)
dari jabatan struktural Esel

71 halamen, P!
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Pertimbangan Jabatan dan Kepangkat
an, sela

(4) Tugas pof

Propinsi/Kabupaten/Kota Mmemberikan pertimb
imba

Kepegawaian  Pysat dan
Kepegawaian  Daerah

Propinsi  / Kabupaten Kota dajam pengangkat,
ngkatan,

; pemindahan, dan
pemberhentian dalam dan qari jabatan Struktural Eselon || ke bawah, maka

Majelis Hakim - berpendapat Kesimpulan  subyektif Tim Baperjakat tersebut

bertentangan dengan maksud dan tujuan dibentuknya Tim Baperjakat yaitu untuk
menjamin kualitas dan obyekstifitas pemeriksaan sebagaimana diatur pada

Pasel 14 ayat (1), dengan terlebih dahuly memperoleh data dan bukti yang

relevan dalam mengambil keputusan :

Menimbang, bahwa terhadap dasar / alasan diterbitkannya Surat
Keputusan objectum litis para Penggugat dikenakan penurunan jabatan setingkat
lebih rendah dikarenakan membuat pernyataan Idan memberikan kesaksian
serta mengkondisikan para pejabat struktural dimaksud clalam sidang
perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Magelang Tahun 2013, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat
dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor @ 13

Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 100

Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan

Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tidak terdapat
era

Struktural, Juncto BIs
taupun melarang Pegawai Negeri Sipil untux

: sia
alasan normative yand membata

n memberikan
g Dasar 1945 mengatur hak konstitusional

n di Pengadilan, mengingat

- kesaksia
membuat pernyataan da

entuan Undang-Undan
am hal ini Pasal 28D a
n. nerlindungan dan kepastian h

berdasarkan ket yat (1) menyebutkan setiap

Warga Negara khususny@ dal e
gakuan, jamina
ma di ha Japan ht

: 1‘/ UN’SMG 2
7 } !aman Ph‘f!i’.&'ﬂﬂ NO.WO!‘. 088/6/20 4 P?
°f ! 14 '

orang berhak atas Pen «um, juncto Pasal 28E 2

sa
yang adil serta perlakuan yand
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(2) Setiap orang berhak
atas kebebasan meyakini Kepercay
aan, menyatakan

pikiran dan sikap sesuaj dengan hati nyran;
aninya ;

Menimbang, bah
¥ W i
4 Memperhatikan lebih lanjut Surat Keputusan

bjectum litis [
o pada konsideran Menimbang huruf b yang menyatakan b
enyatakan bahwa

berdasarkan perti .
pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Konstitusi
I

Nomor : 182/PHPU.D-
D-X1/2013 tanggal 16 Desember 2013 surat pernyataan

dan / atau kesaksian dari para Pegawai Hegeri Sipil sebagaimana dimaksud

huruf a dinyatakan tidak benar dan tidak terbukti -

Menimbang, bahwa memperhatikan secara cermat Putusan Mahkamah
Konstitusi RI' Nomor : 182/PHPU.D-XI/2013 (Vide Bukti T-2), tercatst pada
pertimbangan hukum angka 3.21 yang mempertimbangkan bahwa bukti-bukti

tertulis Pemohon berupa Surat Pernyataan merupakan Surat Pernyataan yang
dibuat dan ditandatangani sendiri oleh yang bersangkutan. Surat tersebut lidak
dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga nilai

pembuktiannya tidak sempurna, bila tidak didukung dengan alat bukti lain.

Demikian pula dengan keterangan saksi yang sebagian juga merupakan orang

yang menulis Surat Pernyataan dan bukti lainnya dari Pemohon, dapat dibantah

dengan saksi-saksi dan bukti-bukti fain yang diajukan oleh Pihak terkait. Menurut

Mahkamah seandainyapun benar dalil Pemohon a-quo, Mahkamah tidak dapat
menemukan bukti kuat dan meyakinkan bahwa dengan tindakan yang dilakukan

ya untuk mendukung Pihak Terkait akan benar-benar

oleh Bupati dan aparatn '
m memilih dan mendukung Pihak Terkait,

dapat mempengaruhi pemilih dala

pada kedudukan dan perolehan sudra masing-

sehingga akan berpengarun

calon . Dengan de

mikian, menurut Mahkamabh, dalil Pemohor:

masing pasangan

e R

t hukum ;

an hal tersebut Majelis Hakim tidak melihat

a-quo tidak beralasan menuru

Menimband. pahwa perdasark

gocnye peﬂimb sqn Nomor - ﬂBS/G/MM/PTUN—S%

Puitt
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Penggugat dinyatakan tigak p,
€nar dan tidak t
erbu

beralasan hukum,

oleh karen
a dalam Dertimbangan hukum tersebut

mempertimbangkan .
p g bah'wa surat Pernyataan dimaksuyg secara formal dibuat dan

itandatangani sendiri iy
di g ndiri oleh yang bersangkutan. Surat tersebut tidak dibuat oleh

dihadapa i
atau Pan pejabat yang berwenang untuk ity, sehingga nilai pembuktiannya

tidak sempurna dan terkait dengan Keterangan saksi dapat dibantah dengan
saksi-saksi dan bukti-bukti lain yang diajukan oleh Pihak terkait, sehingga yang
dinyatakan tidak bera'asan hukum oleh hakim Mahkamah Konstitusi adalah dalil
permohonan pemohon, maka oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa apa
yang menjadi dasar / alasan pertimbangan penurunan Jjabatan setingkat lebih
rendah dimaksud sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan objectum litis
dan Berita Acara Baperjakat angka 3 dan 4 (Vide Bukti T-7) adalah tidak sesuai

dan telah melebihi dari apa yang menjadi maksud dari pertimbangan hukum

Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud ;
Menimbang, bahwa khusus terhadap dasar/ alasan penurunan jabatari

setingkat lebih rendah yaitu atas nama Penggugat 6 atas nama R. Andie

Wibowo, telah pula didengar keterangan saksi R.Agung Trijaya.,S.H, M.H., yang

pada intinya menerangkan bahwa Penggugat 6 tidak ikut membuat pernyataan

Mahkamah Konstitusi namun yang bersangkutan adalah
ondisikan para Penggugat lainnya

oleh karena bahan rapat baperjakat

dan kesakisan di ‘
menjadi Saksi,

koordinator dan yeng mengk
elis hakim menilai bahwa

dalam hal ini Maj
n nama-nama dari BKD ada

lah berdasarkan
selain nota dinas dan lampira
g tidak didukung ©!
maka informasi dan da
karena tanpa disertai dengan fakt

sh bukti-bukti yang meyakinkan baik

informasi laporan yan ta yang diterima tim

ksi,
berupa bukti surat maupun sa a

si yang tidak valid

= gt iliki nilai pembuktikan yang cukup u‘sz
idak memill | [q
anya tida
yang teguh oleh karen
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membuktikan bahwa Pe
199gat 6 adalah Sebagai koordinator, dan oleh k
lam Surat Keput : : | - oleh karena
da Putusan objectum |itig tidak pula et ,
apa yang menjadi

dasar / alasan penurunan Jabata i
N setingkat lebih re
ndah terhadap Pen '
ggugat 6,

engan demikian
deng Secara  formal terdapat Segi kekurangan juridis dalam

bitann '
penerbitannya vyaitu syarat bahwa Suatu ketetapan harus diberi alasan

sebagaimana dimaksud dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik :

Menimbang, bahwa terkait dengan daljl Tergugat dalam Kesimpulannya

yang menyatakan memberikan kesaksian pada persidangan di Mahkamah
Konstitusi tidak merupakan bagian dari larangan bagi Pegawai Negeri Sipil
sebagaimna diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010,
sehingga tidak dapat dikenakan sanksi disiplin. Terkait dengan Pemilihan Kepala
Daerah, Pasal 4 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010
mengatur larangan bagi Pegawi Negeri Siplil \meniberikan dukungan kepada
Calon Kepala Daerah / Wakil Kepala, dalam hal ini Majelis Hakim menilai

tentunya sebelum Tergugat menerbitkan Su-at Keputusan objectum litis haruslah

terbih dahulu meneliti dan mempertimbangkan secara cermat dan teliti sernua

faktor dan keadaan yang berkaitan dengan suatu keadaan, mendengar dan

mempertimbangkan alasan-alasan  ¥ang diajukan  oleh  pihak yang
berkepentingan, seita mempertimbangkan akibat hukum yang ditimbulkan dari
keputusan tata usaha negara tersebut sebagaimana maksud cari Asas

inarapkan Tergugat dal

dakan para Penggugat dimaks

am mengambil kesimpulan

Kecermatan, sehingga d
ud adalah

in
memiliki fakta yang teguh apakah ti

memberikan dukungan kepada Calon Kepala
n

dikualifisic sebagai tindaka
gla dan memenuh
010, ataukah tindakan

i unsure Pasal 4 angka 15 Peraturan

Daerah / Wakil Kep para Penggugat dimaksud

2
P i mor: 53 Tahun
emerintah NO s jang meng

sebagal Ward
n meyakini kepe

: /2014/PTUN-SMG f :
Nonior - 088/G /‘,Qg, g
pan, PuHsan I &
71 halar \= { ¢

adalah representas! ! menyatakan

pasa
konstitusionalnya atas kebe
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Surat ‘
bahwa at  Keputusan objectum  Jitis diterbitkan tidak dalam

rangka
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

53 Tahun 2010, maka dengan

demikian dalil tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan :

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta dan pertimbangan

hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat

dalam menerbitkan Surat Keputusan objektir! s "adalali berohtangan

dengan peraturan perundang undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor: 100
Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Struktural Juncto Peraturan Pemerintah Nomor: 13 Tahun 2002 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 100 Tahun 2090 dan Asas-Asas

Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya :
1. Asas Pemberian Alasan dan Motivasi yang menghendaki (1) Syarat bahwa

suatu ketetapan harus diberi alasan, (2) Ketetapan (Bechicking) harus memiliki

dasar fakta yang teguh, (3) Pemberian alasan harus cukup dan mendukung

baik dari segi formal dan materiil ;

2. Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan yang menghendaki “Setiap

badan/ pejabat tata usaha negara bertindak cermat dalam melakukan

: . ok
berbagai aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sehingga tida

rkan keputusan harus mempertimban

menimbulka
gkan secara

pemerintah dalam mengelua

factor dan keadaan yang berkaitan dengan materi
mua 1a

Jiti se s
cermat dan te pertimbangkan alasan-alasan yang diajukan
m

r dan me :
keputusan, mendenga ertimbangkan akibat hulum yang

entingarl,
ta usaha Negaré

gambil ketetapan, terlebih/@

2

serta menp
oleh pihak yang berkep

keputusan ta
aha Negara mef

tersebut, dan seb

muncul dari

badan / pejabat tata Uus

.+ 088/G/201 4/PTUN-SMG k 3
. 71 halaman, Putsa’ Nonor : 08 gl 8 A b
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meneliti semua faktq y .
ang relevan ¢
an memasuyj

yang relevan dalam pemrnbangannya Bila fakt pentingan
: a

a-fakta penting kurang diteliti
itu berarti tidak cermat g g diteliti

| | dan Pemerintah tidak boleh dengan mudah
menyimpangi nasihat yang dipeyj « (Hukum Admistrasi Negara, Ridwan H.R
» Ridwan H.R,

Tahun 2002) ;

Menimb iki
ang, bahwa dengan demikian alasan-alasan yang digunakan

gugatan para Penggugat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat 2

huruf & dan b Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara adalah bere 'asan hukum dan patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Para Penggugat

untuk  seluruhnya, selanjutnya Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan

Pasal 97 ayat (9) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009
tentang perubahan ke dua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara didalam amar putusan ini juga mewajibkan kepada

Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan objectum litis, dengan disertai

pemberian rehabilitasi kepada Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terkait dengan hak pemulihan nama baik atau

Rehabilitasi dengan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor : 51

e dua Undang-Undang Nomor ; 5 Tahun 1986

Tahun 2009 tentang perubahan K

jel a
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Pasal 121 dalam penjelasanny

' ugat dalam
menyebutkan ...Reqabilitasi merupakan pomullaniiaks Fengots

arkat dan martabatnya seba
yang disengketakan. Dalam pemulihan

gai Pegawai Negeri Sipil
kemampuan kedudukan,

fusan
seperti semula sebelt m ada kepy

«-haknya yangd ditimbulkan oleh kemampuan
ak-h

hak tersebut terinasuk juga

ya sebagal P€ G
da waktu putusan Pengadilan Jjabatan & £
a

mor : 088/6/2014/PTUN-SMG [é, 1

gawai negeti.
keduduka,;, dan harkatn

, a
menyangkut suatu jabatarn dan p
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Nomor - 51 Tahun 2009 tentang  perubanan ke dua Undang-Undang Nomor : 5

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka biaya yang timbul

gelai perkara int dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditetapkan

dalam amar putusan ini :

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam
hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian
bebas (vrije bewijs) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan
Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang
menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas
lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka

dalam memeriksa dan mengadili sengkete ini, Majelis Hakim mempelajari dan

memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para

Pihak namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya

lat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan
a

alat bukti selain dan selebinnya tetap

menggunakan alat-

sengketa ini, sedangkan terhadap alat-
kesatuan dengan berkas perkar

51 Tahun 2009 tentang

@ ;-mmmmmmmmmmmem =

dilampirkan dan menjadi satu

Nomor
ingat, Undang-Undang -
Menginga Nomor ; 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan
g ;

Perubahan ke dua Undang-Undan

rundan
Tata Usaha Negara, seta peraturan Pe

----------
_________
________

bersangkutan;




-
-----------
-----
-
------
------
-

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untyk seluruh
nya

. Menyatakan
9 y batal  Surat Keputusan Bupati Magelang  Nomor

1.2/123/
y KEP/13/2014 tanggal 26 September 2014 Tentang Pemberhentian
Dalam Jabatan Struktural Eselon Il dan 1y dan Pengangkatan / Penunjukan

Dalam Jabatan Struktural Eselon |v dan V atas nama Dwi Koendarto S.Sos

NIP. 196404081986071001 dan kawan kawan Dilingkungan Pemerintah

Kabupaten Magelang, khusus atas nama Dwi  Koendarto, S.Sos

Susanto, S.H., M.M., Untung Sujoko, S.IP.. Dra. Nurhidayati, M.H

Asyhari, S.S0s., M.Si dan R. Andi Wibowo, S.STP., M.Si ;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati
Magelang Nomor : 821.2/123/KEP/13/2014 tanggal 26 September 2014
Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselcn Il dan [V dan
Pengangkatan / Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon |V dan V
atas nama Dwi Koendarto., S.Sos NIP. 196404081986071001 dan
kawan-kawan Dilingklngan Pemerintah Kabupaten  Magelang,

i Koendarto, S.Sos, Susanto, S.H., MM., Untung

khusus atas nama Dw

Sujoko, S.IP., Dra. Nurhidayati, MH, Asyhari, S.S0s., M.Si dan R. Andi

Wibowo, S.STP., M.Si ;-

tasi hak, kedudukan dan

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabili

martabat para Penggugat seperti semula;

5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar bizya perkara Gaiam
. Membebankan

0.00 (Duaratus enampuluh duaribu rupiah) ;

sengketa ini sebesar Rp- 262.00
alam rapat permusyara
hari Rabu tanggal 20 Mei 201

tan Majelis Hakim Pengadilan

Demikianlah diputuskan d 5. oleh kami

da
i a Semarang pP@ 04 /
o cena nede ebagali Hakim Ketua Majelis, ARDf?.
S_H. M-Hi 5 ‘rl-_

DYAH WIDIASTUTL, LG i
utusan Nomor 088/G/2014/PTUN S. % i%

. ; P
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WARDHANA,S.H., dan ESTININGTYAS ). MANDAGI.,S.H.M.H masing-masing

sebaga

i Hakim Anggo
ggota. Putusan Mana diucapkan dalam persidangan yang

terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 27 Mei 2015, oleh Kami Majelis

Haki

m tersebut diatas dengan dibantu oleh TATIEK LESTARI S H sebagai

Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri

Oleh Kuasa HUKUm Para Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat O LA

HAKIM ANGGOTA |,

ttd

ARDOYO WARDHANA,S.H

ttd

HAKIM ANGGOTA I

ttd

ESTININGTYAS D.MANDAGI.,S.H.M.H

fusa
Halaman 70 dari 71 halamarn, Pu

n Nomor 088/G/201 4/PTUN-SMG

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

DYAH WIDIASTUTI.,S.H.M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

TATIEK LESTARL,S.H




Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan

: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK  Rp. 125.000 -
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah : Rp. 96.000,-
4. Biaya Materai Putusan Rp 6.000 -
5. Redaksi Putusan :_Rp. _ 5.000,

Jumlah : Rp. 262.000;-

(Dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Nomor: 088/G/201 4/PTUN-SMG
an

, Putus
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erkara :
p Nomor : 088/G/2014/PTUN—Smg tanggal 27 Mei 2015, telah

dicocoka ' '
N dan disesuaikan dengan aslinya diberikan untuk dan atas
ermint
p aan |IDAM LAKSANA, S.H, M.Hum (selaku Kuasa Tergugat)
pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2015,

Semarang, 10 Juni 2015.

WAKIL PANITERA
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Perincian biaya-biaya :

1. Biaya Meterai; : Rp. 6.000,-
2. Biaya Penyerahan Turunan Putusan (71) 1b;----- : Rp. 21.300,-
3. Biaya Leges Putusan;. : Rp. 3.000,-
4. Biaya Fotokopi (@) bl : Rp. 14.200.-

Rp. 44.500,-

Jumlah

( Empat puluh empat ribu lima ratus rupiah ).




